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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang “Gesek Tunai Kartu
Pembiayaan Hasanah di BNI Syariah Cabang Surabaya dalam Perspektif PBI
NO.11/11/PBI/2009 dan Fatwa DSN-MUL” Penclitian ini bertujuan untuk menjawab
spertanyaan Bagaimana praktik gesek tunai kartu kredit di BNI Syariah Cabang
Surabaya, kemudian bagaiman tinjauan PBI No.l11/11/PBI/2009 terhadap gesek
tunai kartu kredit di BNI Syariah Cabang Surabayu dan Bagaimana tinjauan Fatwa
DSN-MUI terhadap gesek tunai kartu kredit di BNI Syariah Cabang Surabaya.

Untuk menganalisis, dalam penelitian ini mctode yang digunakan adalah
deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu pola pikir (nalar) dari hal-hal
yang bersifat khusus kepada hal yang bersifat umum. Dengan mendeskripsikan atau
menggambarkan praktik gesek tunai di BNI Syariah cabang Surabaya. Setelah itu
dianalisis dengan PBI No.11/11/PBI/2009 dan Futwa DSN-MUI.

Praktik gesek tunai di BNI syariah cabang Surabaya bisa dilakukan ketika sudah
memiliki kartu pembiayaan hasanah dengan mengajukan pembiayaan terlebih
dabulu, Setelah kartu pembiayaan hasanah dimiliki kemudian mendatangi ATM BNI
dan melakukan pengambilan uang tunai, dengan batasan 40% dari batas limit tipe
kartu yang dimiliki. Dengan biaya gesek tunal scbesar Rp.25.000,-per transaksi.
Proses penagihan bersamaan dengan penagihun kartu pembiayaan hasanah, sesuai
dengan jatuh tempo waktu yang tclah ditcntukan scbclumnya. Apabila telambat
dikenakan denda.

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa tinjauan PBI No.11/11/PBI/2009
terhadap gesek tunai kartu pembiayaan hasanah menggunakan istilah kredit, dimana
pihak bank sebagai debitur yang memberikan pinjuman uang kepada nasabah selaku
kreditur yang harus memenuhi dasar-dasar pembcrian kredit dan juga syarat syahnya
kredit. Pemberian pinjaman uang dalam gesck tunai belum diketahui secara jelas
penggunaannya baik digunakan secara konsumntif atau produktif sehingga menurut
Fatwa DSN-MUI praktik gesek tunai ketika untuk kepentingan konsumtif tidak
diperbolehkan mengambil bunga dan denda, ukun tetapi jika untuk kepentingan
produktif boleh mengambil keuntungan yang dinumakan dengan bunga dan denda
ketika terlambat membayar. Akan tetapi jiku untuk kepentingan konsumtif tidak
diperkenankan mengambil bunga dan dends ketika terlambat, karena ketika
konsumtif menggunakan prinsip tolong menoloug, dimana tolong menolong
dianjurkan dalam agama Islam. Bank mcmbcrikan pertolongan kepada nasabah
berupa pinjaman uang terhadap nasabah pemcgung kartu pembiayaan hasanah untuk
melakukan gesek tunai dengan akad a/-gard diperbolchkan selama tidak mengambil
keuntungan atau bunga dan juga tidak ada denda keterlambatan.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perekonomian di Indonesia masyarakat sudah banyak yang
mengenal bank. Bank atau perbankan, secbugai lembaga keuangan utama dalam
sistem keuangan dewasa ini tidak hanya berperan sebagai lembaga perantara
keuangan (financial intermediary), namun juga industri penyedia jasa keuangan
(financial industri)'. Bank sangat erat kaitannya dengan ekonomi karena bank itu
sendiri salah satu lembaga keuangan yang mecmbantu laju perkembangan
ckonomi di Indonesia.

Pesatnya perkembangan dalam bidang ckonomi perdagangan dan pasar
keuangan pada zaman sckarang ini menycbabkan orang-orang menginginkan
segala sesuatu bersifat praktis, aman, khususnya dalam lalu lintas pembayaran.
Oleh karena itu uang memainkan perannya scbagai satuan hitung, alat tukar, alat
pengukur nilai, alat penimbun atau penyimpan kckayaan dan sebagai standart
pembayaran masa mendatang:

Pemahaman fungsi uang secara kontinu tclah mendorong evolusi sistem
pembayaran, yaitu metode pembentukan transaksi dalam perekonomian.

Sekarang ini ada tiga bentuk uang dalam perekonomian. Perfamas, uang

! Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syarinh, (Yogyakarta: Ekonesia, 2008), 5.
? Iswardono, Uzang dan Bank, (Yogyakarta: BPF 1i-Yogyakarta, 1999), 6-9.



komoditas adalah uang yang terbuat dari logam dan komoditas yang bernilai
seperti emas, perak, dan komoditas lainya. Bentuk wang ini butuh biaya besar
untuk memindahkan uang komoditas dari satu tempat ketempat lain. Masalah ini
mendorong evolusi dan muncul bentuk uang yang berbeda. Keduas, uang kertas
adalah uang dalam bentuk kertas akan tetapl mata vang ini ketika dalam bentuk
yang besar juga mengalami kesulitan dalam pemindahan dari satu tempat
ketempat lainnya, schingga muncul pencmuun cek sebagai alat pembayaran.
Sistem pembayaran dalam bentuk cck menghadapi dua masalah yaitu
pembayaran transaksi dengan cepat pada tcmpat yang berbeda sulit terlaksana
dan mahalnya biaya proses cek untuk menycsuaikan setoran penulis cek di bank.
Solusi terhadap masalah tersebut muncul bentuk uang lainnya. Ketiga uang
elektronik (e-money) yaitu uang yang disimpan sccara elektronik salah satunya
kartu kredit.> Berdasarkan hambatan dan masalah diatas maka perbankan di
Indonesia mengeluarkan kartu kredit.

Kartu kredit adalah alat pembayaran berbentuk kartu berfungsi sebagai
pengganti uang tunai dan kartu ini digunakan sebagai alat pembayaran atas
transaksi pembelian barang dan jasa.' Kartu kredit sebagai sarana untuk
membayar semakin populer dan semakin bunyak orang yang berminat untuk

mendapatkannya, sebagian ada yang karcna gengsi dan sebagian lagi karena

? Jonni Manurung, Adler Haymans Manurung, /:konomi Keuangan dan Kebijakan Moneter,
(Jakarta: Salemba Empat, 2009), 60.

4 Ade Arthesa, Edia Handiman, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, (Jakarta:
PT.Indeks, 2009), 104.



perlu digunakan dalam dunia perdagangan. Hal ini tidak lain untuk menghindari
manipulasi cek, resiko kehilangan, penodongan pencurian juga mempunyai
keistimewaan lain yaitu lebih praktis, sclektif, ringan, luwes, ringkas dan tak
terbatas.

Di Indonesia pasar kartu kredit semakin pesat, banyak bank-bank yang
berlomba menawarkan beragam kartu kredit dengan berbagai keistemewaan.
Belakangan ini kartu kredit tidak hanya dikeluarkan oleh perbankan
konvensional saja, tetapi perbankan syariesh juga menawarkan kartu kredit
berbasis syariah yang mewamai kancah dunia perbankan di Indonesia
ditawarkannya kartu kredit Syariab tcrscbut tidak hanya bertujuan untuk
memberikan kemudahan dalam bertransaksi tetapi juga memberikan
kenyamanan dan ketentraman bagi pengguna kartu kredit syariah. Lembaga
Perbankan Syariah yang telah mengeluarkan kartu kredit syariah salah satunya
adalah BNI Syariah. BNI Syariah menggunakan istilah tersendiri untuk kartu
kredit yang dimiliki yaitu kartu pembiayaan hasanah.

Belakangan ini kartu kredit beralih fungsi selain sebagai alat
pembayaran juga sebagai alat yang bisa mcnarik uang tunai yang biasa disebut
dengan gesek tunai (Gestun). Gestun atau gesck tunai adalah transaksi yang
dilakukan oleh nasabah dengan cara mcnggesckkan kartu kreditnya bukan

sebagai alat pembayaran tetapi untuk mendapatkan uang tunai.



Transaksi tersebut semakin banyak dilakukan dan begitu juga di BNI
Syariah Cabang Surabaya dalam produk kartu pcmbiayaan hasanah telah
menyediakan secara terbuka tentang transaksi penarikan tunai. Dasar hukum
yang digunakan dalam produk kartu kredit syariah adalah Fatwa Dewan Syariah
Nasional (DSN) MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card.

Sedangkan Peraturan Bank Indoncsia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaraun dengan Menggunakan Kartu
tepatnya dalam pasal 8 ayat 2 berbunyi: “Acquirer wajib menghentikan
tindakan yang merugikan. Penjelasan pasul 8 ayat 2 ini adalah: termasuk dalam
pengertian (tindakan yang merugikan) adelah memproses penarikan tunai atau
gesek tunai.” Dikarenakan sesuai dengan data yang diperoleh sampai Agustus
2010 tercatat rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) perbankan
sudah mencapai 8% sehingga aksi gesck tunai dikhawatirkan semakin
membebani bank.’

Dari uraian diatas maka penulis ingin mengangkat masalah tersebut
dalam sebuah skripsi yang berjudul ” Gesck Tunai Kartu Pembiayaan Hasanah
di BNI Syariah Cabang Surabaya dalam Pcrspektif PBI NO.11/11/PBI/2009 dan

Fatwa DSN-MUI”.

’Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia  No.11/11/PBI2009,”  dalam

http://www.Peraturan Bank Indonesia.com (13 Februari 201 1)
¢ Barno Sudarmanto, “Transaksi Gesek Tunai” dalam hitp;//ekonomi.kompasiana.com, (25

mei 2011)



B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana praktik gesek tunai kartu kredit di BNI Syariah Cabang Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan PBI No.11/11/PB1/2009 terhadap gesek tunai kartu kredit
di BNI Syariah Cabang Surabaya?
3. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap gesek tunai kartu kredit di

BNI Syariah Cabang Surabaya?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran
hubungan topik yang akan diteliti dengan pencliti sejenis yang pernah dilakukan
oleh peneliti sebelumnya.’Sehingga tidak uda pengulangan yang tidak perlu.
Dalam penelusuran awal sampai saat ini pcnulis belum menemukan penelitian
atau tulisan yang spesifik mengkaji tentang “Gcsek Tunai Kartu Pembiayaan
Hasanah di BNI Syariah Cabang Surabaya dalam Perspektif PBI
NO.11/11/PBL/2009 dan Fatwa DSN-MUI". Pcmbahasan yang ada antara lain

skripsi yang ditulis oleh:
1. Ida Mayanti C02205054 tahun 2009 dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Jasa Tranfer Balance pada Pembiayaan BNI Hasanah Card di BNI

Syariah Cabang Surabaya”. Pada pembahasan skripsi permasalahan yang

7 Zaenal Arifin, Metode Penelitian Pendidikan, (Surabaya: Lentera Cendekia, 2008), 42.



diangkat mengenai akad ijarah dan kartu kredit syariah di BNI Syariah
Cabang Surabaya.®

2. Siti Nurhasanah C03303016 tahun 2007 dcngan judul “Studi Komparasi
tentang Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit pada Perbankan Syariah dan
Perbankan Konvensional (Perspektif Hukum Islam)”. Skripsi ini merupakan
penelitian literatur yang hanya berfokus pada perbedaan pengertian serta
mekanisme penggunaan kartu kredit pda perbankan Syariah dan
konvensional.’

3. Anik Purwati Ningsih C04300348 tahun 2004 dengan judul “Aplikasi Jual
Beli dengan Kartu Kredit di Giant Hypcrmarket Surabaya dalam Persepektif
Hukum Islam dan Hukum Perbankan™ skripsi ini membahas tentang
deskripsi aplikasi jual beli via kartu kredit di Giant Hypermat kemuadian
ditinjau dari segi hukum Islam dan hukum perbankan.'®

Kajian di atas memang membahas tcntang kartu kredit, mungkin saja ada
tema dan beberapa literatur yang sama. Namun, sepanjang penelitian awal

(primary research) penulis belum menemukan bagian yang sama dengan “Gesek

Tunai Kartu Pembiayaan Hasanah di BNI Syariah Cabang Surabaya dalam

® Ida Mayanti , “Tinjauan Hukum Islam terhadup Jusa Tranfer Balance pada Pembiayaan

BNI Hasanah Card di BNI Syariah Cabang Surabaya” (Skripsi--lAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

® Siti Nurhasanah, “Studi Komparasi tentang Meckanisme Penggunaan Kartu Kredit pada
Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional (Perspektif’ Hukum Islam)” (Skripsi—IAIN Sunan
Ampel, Surabaya, 2007).

® Anik Purwati Ningsih, “Aplikasi Jual Beli dengan Kartu Kredit di Giant Hypermarket
Surabaya dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Perbankan™ (Skripsi--IAIN Sunan Ampel,
Surabaya, 2004).



Perspektif PBI N0.11/11/PBI/2009 dan Fatwa DSN-MUI” yang menjadi konsen

studi ini.

D. Tujuan Penelitian
Penulis sengaja meneliti dan membahas masalah ini dengan tujuan

sebagai berikut:

1. Mendikripsikan lebih jelas tentang praktik gesek tunai kartu kredit di BNI
Syariah Cabang Surabaya.

2. Mengetahui bagaimana tinjauan PBI No.11/11/PBL/2009 terhadap gesek tunai
kartu kredit di BNI Syariah Cabang Surabaya.

3. Mengetahui bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap gesek tunai kartu

kredit di BNI Syariah Cabang Surabaya.

E. Kegunaan Hasil Penelitian
Dari permasalahan diatas, penclitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat serta kegunaan, diantaranya:

1. Secara teoristis menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang kartu
pembiayaan hasanah terutama untuk memperkaya keilmuan tentang Fatwa
DSN-MUI dengan Peraturan Bank Indoncsia dalam praktik pelaksaan gesek
tunai kertu kredit lebih lanjut penelitiun ini dapat dijadikan sebagai kajian

ilmiah sekaligus bahan penelitian selanjutnya.



2. Secara praktis dapat digunakan scbagai acuan informasi yang diharapkan

memberikan manfaat bagi masyarakat dalam menggunakan kartu kredit.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalah fahaman dalam memahami maksud

pada judul skripsi “Gesek Tunai Kartu Pcmbiayaan Hasanah di BNI Syariah

Cabang Surabaya dalam Perspektif PBI N0.11/11/PBL/2009 dan Fatwa DSN-

MUI”. Perlu penulis jelaskan arti atau maksud yang terdapat dalam judul

tersebut yaitu:

1. Gesek tunai

2. Perspektif

3. Fatwa DSN-MUI

4. PBI No.11/11/PBL/2009 :

: Proses transuksi penarikan uang tunai yang

dilakukan olch nasabah Bank guna untuk
mendapatkan uang secara tunai dengan

menggunakan kartu kredit.

: Tinjauan terhadap suatu fenomena.

: Fatwa yang di keluarkan oleh DSN (Dewan

Syariah Nasional) beserta MUI (Majlis Ulama
Indonesia) mengenai produk-produk yang akan
dikembangkan olch Lembaga Keuangan Syariah.
Peraturan Bank Indonesia yang membahas
tentang  Penyelenggaraan  Kegiatan  Alat

Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.



Dari penjelasan yang dikemukakan diatas dapat diambil kesimpulan yang
dimaksud dari judul ini adalah tinjavan PBI NO.11/11/PBI/2009 dan Fatwa DSN-
MUI terhadap gesek tunai kartu pembiayaan hasanah di BNI syariah cabang

surabaya.

G. Metode Penelitian
1. Penelitian ini menggunakan metode penclitian deskriptif analisis, dimana
tempat yang akan di teliti adalah di BNl Syariah Cabang Surabaya yang
berakolasi di Jalan Bukit Darmo Boulevard No.8A-8B Surabaya.
2. Sumber data

a. Sumber data primer adalah sumber utama yang memuat informasi atau
data yang dikumpulkan langsung dilapangan tempat penelitian.'!
Sumber primer dari penelitian ini adalah berasal BNI Syariah Cabang
Surabaya.

b. Sumber data sekunder adalah sumber tambahan yang digunakan sebagai
pendukung yang diambil dari kitab-kitab karya orang lain.'> Dalam hal
ini adalah literatur yang diambil dari kitab-kitab atau buku-buku yang
terkait, diantaranya adalah sebagai berikut;

1) Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia

2) Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan

:; Muhammad Nasir, Metode Penelitian, (Bogor: Gahlia Indonesia, 2005), 50.
Ibid.
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3) Johanes Ibrahim, Kartu Kredit
4) Ade Arthesa, Edia Handiman, Hank dan Lembaga Keuangan Bukan
Bank
5) Abdullah Al-Muslih, Shalah Ash-Shawl, Figih Ekonomi Keuangan
Islam
6) Rahmadi Usman, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonnesia
7) Hendi Subendi, Figih Muamalsh
8) Irma devita Purnamasari, Suswinamo, Akad Syariah
3. Teknik pengumpulan data
Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian. Maka dalam
hal ini digunakan beberapé teknik pengumpulan data sebagai berikut:
a. Interview
Interview juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan dalam
secbuah dialog yang dilakukan olch pcwawancara untuk memperoleh
informasi dari wawancara.'® Dalam hal ini penulis melakukan wawancara
dengan bapak Adi Nugroho sebagai manajer bidang operasional dan ibu
Fitri sebagai manager Pembiayaan Hasanah Card di BNI Syariah Cabang

Surabaya.

1 Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksurs, 1995), 64.
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b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dari dokumen-dokumen dan arsip-
arsip, buku-buku peraturan yang berkaitan dengan praktik gesek tunai

kartu pembiayaan hasanah.

4. Teknik Analisis Data

Dalam pelaksanaan penelitian sctclah data terkumpul maka data
tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir
induktif. Pola pikir induktif yaitu pola pikir (nalar) dari hal-hal yang bersifat
khusus kepada hal yang bersifat umum. Dengan mendeskripsikan atau
menggambarkan dan menjelaskan data yang terkait atau berhubungan
dengan pembahasan. Penelitian ini menggunakan fakta tentang gesek tunai
kartu pembiayaan hasanah. Setclah itu di analisis lebih lanjut untuk
mengetahui perspektif Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa DSN-MUI

terhadap gesek tunai kartu pembiayaan hasanah.

H. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah pembahasun dalam penelitian ini penulis akan
memaparkan pembahasan secara sitematis scbagai berikut:
BABI Merupakan pembahasan yang berisi tentang latar belakang masalah,

rumusan masalah, kajian pustaks, {ujuan penelitian, kegunaan hasil



BABII

BAB IIl

BAB IV

BABV
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penelitian, definisi operasional, mctode penelitian dan sistematika
pembahasan.

Merupakan pembahasaan tentang landasan teori yang merupakan
telaah dari beberapa literatur untuk membuka wawancara berfikir
dalam memahami dan menganalisis pokok Pembahasan, yaitu
tentang konsep pinjaman uvang mecnurut Fatwa DSN-MUI dan PBI
No.11/11/PB1/2009

Merupakan pembahasan yang berisi tentang deskripsi gesek tunai
kartu pembiayaan hasanah di BNI Syariah Cabang Surabaya.
Diantaranya Produk kartu pcmbiayaan hasanah di BNI Syariah
Cabang Surabaya, dan gesek tunai kartu kartu pembiayaan hasanah
di BNI Syariah Cabang Surabaya.

Merupakan pembahasan tentang analisis PBI NO.11/11/PB1/2009 dan
Fatwa DSN-MUI gesek tunai kartu pembiayaan hasanah di BNI
Syariah Cabang Surabaya.

Penutup yang berisi kesimpulan dun saran-saran.



BABII

KONSEP PINJAMAN UANG MENURUT FATWA DSN-MUI DAN PBI

NO.11/11/PB1/2009

A. Pinjaman Uang menurut Fatwa DSN-MUI

1.

Pengertian
Pinjaman vang dalam Islam sering dikatakan dengan a/-gard atau

gard. Secara etimologi, al~gard berarti ki (potongan). Harta yang

dibayarkan kepada mugtarid. dinamakan a/~gard sebab merupakan potongan
dari harta mogrid (orang yang membayar).' Sedangkan menurut istilah ak
qgard diartikan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih ;tau
diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan
imbalan.

Menurut hanafiyah a/-gand adalah harta yang memiliki kesepadanan
yang anda berikan untuk anda tagih kembali, atauw dengan kata lain, suatu
transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki
kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan
itu.’

Al- qard menurut Fatwa DSN-MUI adalah proses pemberian

pinjaman uang oleh pihak Bank syariah kepada nasabah dengan

! Rachmat Syafei, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 151.
? Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Kevangan Syariah, (Y ogyakarta: Ekonesia, 2008), 81.
3 Wahbah Az-zuhaili, Figih Islam Wa Adillatubu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 374.

13
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menggunakan kartu kredit sehingga nasabah dapat secara langsung
mendapatakan uang secara tunai, Walaupun nasabah tidak memiliki
simpanan dalam bentuk uwang tunai dalam rekening kartu kredit tersebut,
namun pihak Bank syariah memberikan dana talangan kepada nasabah, yang
nantinya harus dikembalikan lagi oleh nasabah yang bersangkutan.

Dalam ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor
21 tahun 2008 dijelaskan bahwa: “yang dimaksud dengan akad al-gard
adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah
wajib mengembalikan dana yang ditcrimanya pada wakiu yang disepakati.™
Algard juga dapat diartikan sebagai pinjaman kebaikan vang digunakan
untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek.’

Islam sebagai agama yang rahmat Ii al-* alamin (memberi rahmat bagi
alam semesta) menganjurkan pemeluknya di samping melakukan usaha
produkti untuk mencari karunia Ilahi juga harus peka terhadap keadaan
sckitamya. Hal ini berarti bahwa umat Islam dianjurkan untuk mempunyai
jiwa sosial. Tidak terkecuali pada institusi perbankan yang disamping
mengemban misi bisnis, juga mengemban misi sosial dalam produk-
produknya yang disalurkan kepada masyarakat. Salah satu produk perbankan

syariah yang lebih mengarah pada misi sosial adalah a/-gard yang dalam figih

4 Rachamadi Usman, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia, (Bandung: PT Citra
Aditya Bakti), 396.
5 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN,2005), 102.
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klasik al-gard dikategorikan dalam akad t# awuniyah yaitu akad berdasarkan
prinsip tolong-menolong dengan memberikan pinjaman uang tanpa
memberikan syarat apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah
jangka waktu tertentu yang bukan transaksi komersial.®

Al-gard termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank
dengan ketentuvan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun
darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan emergency. Bank terbatas
hanya dapat memungut biaya administrasi dari nasabah. Nasabah hanya
berkewajiban membayar pokoknya dan untuk jenis a/-gard al-basan pada
dasamya nasabah apabila memang dalam keadaan tidak mampu. ia tidak
perlu mengembalikannya.’

Pengertian a/-gard secéra umum adalah penyediaan dana atau tagihan
antara lembaga keuangan syariah dan pihak peminjam yang mewajibkan
pihak peminjam untuk melakukan pembayaran sccara tunai atau cicilan
dalam jangka waktu tertentu atau disebut juga sebagai pinjaman kebajikan
karena semata-mata ditujukan untuk membiayai kegiatan yang bersifat sosial
dan kemanusiaa.® Sifat sosial dari pembiayaan dengan akad a/-gard ini

ditegaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/Dpbs 17 maret

Adiwarman A Karim, Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2006), 67.

’Abdul Ghafur Ansori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Madha
University Press, 2007) 139.

$frma Devita Purnamasari, Suswinarno, Akad Syariah, (Bandung: kaifa PT Mizan Pustaka,
2011), 113.
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2008, yang menyatakan bahwa : “Bank dilarang dengan alasan apapun untuk
meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal sesuai akad.
Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran
pembiayaan atas dasar al/~gard, kecuali biaya administrasi dalam batas
kewajaran.” °
2. Landasan Hukum
Al-gard merupakan salah satu produk layanan pembiayaan perbankan
syariah yang diperbolehkan, dimana sah adanya karena tidak bertantangan
dengan syariak. Eksistensi a/-qard terscbut mengacu pada dalil-dalil dalam
hukum Islam yang bersumber pada al-Qur’an dan hadis. }'aitm
a. Al-Qur’an

1) Q.S. A/-Hadid ayat 11

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik,
Maka Allah akan melipat-gandakan (balssan) pinjaman itu untuknya,
dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.’ 0

Dalam ayat tersebut yang menjadi landasan adalah kita diseru
untuk meminjamkan kepada Allah artinya untuk membelanjakan harta

di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga

%frma Devita, “Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/Dpbs tentang pelaksanaan prisip

syariah,” dalam http://www.irmadevita.com (22 april 2011)
®Departemen Agama R, A/-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV Darus Salam, 2010),

539.
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diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian
dari kehidupan bermasyarakat (civil society).
2) Q.S. Al-Bagarah ayat 282

}l)’
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a . da

Haji orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendakiah
ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tubannya, dan janganlash ia mengurangi sedikitpun daripada
utangnya. jika yang berutang itu orang yang lemah akalnys atau
lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan,
Maka hendakish walinya mengimlakkan dengan jujur. dan
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persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di
antaramu). jika tak ada dva oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya
Jika scorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah
saksi-saksi ity enggan (memberi Kketerangan) apabila mercka
dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis wtang itu, baik kecil
maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu,
lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih
dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah
muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang
kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jiks)
kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli;
dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu
lakukan (yang demikian), Maka Sesunggubnya hal itu adalah suatu
kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah
mengajarmu; dan Allzh Maba mengetabui segals sesuaru’’

Ayat lersebut berkaitan dengan utang piutang dijelaskan
bahwa al-Qur’an telah menggariskan beberapa ketentuan dengan
utang piutang untuk menjaga supaya jangan timbul perselisihan
antara kedua belah pihak, yang berutang dan yang berpiutang.
Diantara ketentuan itu supaya diadakan perjanjian tertulis yang
menyebutkan segala yang bersangkutan dengan utang-piutang ini.
Disamping itu juga diadakan saksi-saksi yang turut bertanda tangan

dalam perjanjian tadi.'?

Menurut Ibnu Kasir menjelaskan bahwa perintah menulis
disini hanya merupakan petunjuk kejalan yang lebih baik dan

terjaminnya keselamatan yang diharapkan, bukan perintah wajib.

225.

n
Ibid., 49.
12 Labib, Muhtadim, Kumpulan Hadis Pilihan Sahih Bukhori, (Surabaya:Tiga Dua, 1993),
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3) Q.S. Al-Bagarah ayat 245
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Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang
baik (mepafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan
meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang
banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan
kepada-Nya-lsh kamu dikembalikan.”

4) Q.S. Al-Muzzammil ayat 20
R EINKY PN
Sekali-kali janganlah demikian. sebenarnya kamu (bai manusia)
mencintai kehidupan dunia.”*
b. Al-Hadis

1) Hadis Riwayat Muslim Abu Daud dan Tirmizi
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Barang siapa yang membrikan kelapangan terhadap orang miskin dari
duka dan kesulitan hidup di dunia, maka Allh akan melapangkannya
dari kesulitan duka dan kesulitan dibari kiamat. Dan barang siapa
yang memudahkan urusan seseorang, maka Allah akan memberikan
kemudahan baginya didunia dan akhirat. Dan Allah akan senantiasa

:: Departemen Agama R, A/-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta:CV Darus Salam, 2010), 40.
15id.576.
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menolong hamba-NYA sclama hamba-Nya tezsebut menolong
saudaranya.(HR Muslim, Abu Daud Dan Tumm)

2) Hadis Riwayat [bnu Majjah

0: . .: . ° r’:z’zz o’t‘\a <. o -
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Ibnu mas’ud meriwayatkan bahwa nabi saw, berkata, "bukan seorang
yang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim lainnya dua kali
kecuali yang satunya adalah sedekah’. (HR Ibnu Majah no 2421, kitab
al-ahkam, ibnu hibban dan bazl:aqt)’ ¢

3) Hadis Riwayat [bnu Majjah
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Anas bin malik berkata bahwa rasulullah berkata ,"akv melihat pada
waktu malam di isra’kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas
sepuluh kali lipat dan al-qard delapan belas kali, aku bertanya, wahai
Jibril, mengapa al-qard lebih utama dari pada sedekah? la
menjawab, "karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan

yang meminjam tidak akan meminjam karena keperlvan.” (HR Ibnu
Majah no 2422, kitab al-abkam, dan baihagi)’’

c. Ijma
Para ulama telah menyepakati bahwa a/-gard boleh dilakukan,

kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup

1 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006),181.
16 .

Ibid, 182.
17 Ibid
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tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak seorangpun yang
memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-
meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didumnia ini. Dan
Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan
ummatnya.'®

Al-qard diperbolehkan karena A/-gard mempunyai sifat mandub
(di anjurkan) bagi orang yang mengutangi dan mubah bagi orang yang |
berutang untuk memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan
hidup. karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada
kekurangan, dengan Qambm orang vang kekurangan tersebut dapat
memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan. '’

Menurut kesepaktan para Imam Mazhab a/-gard boleh dilakukan
kapan saja ketika dikehendaki. Apabila tidak ditentukan, tidak harus
ditunda pembayarannya. Adapun menurut pendapat maliki harus
ditangguhkan pembayarannya.20

3. Syarat Syahnya Pinjaman atau A/-gard
Menurut hanafiyah Syarat syahnya pinjaman adalah satu yaitu ijab
qabul, tidak waib diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan sesuatu

barang oleh orang yang memiliki barang terhadap peminjam dan juga boleh

'8 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah, (Jakarta: Gema Insan, 2001), 131.

' Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh, (Jakarta: Kencana, 2003), 223.

2 Syaikh Al-Allamah Muhammad, Figih Empat Mazhab Terjemah, (Bandung: Hasyimi
Press, 2004), 247.
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hukum ijab qabul dengan ucapan. Syarat syahnya pinjaman menurut
syafi’iyah ya harus memenuhi rukun dan syarat a/-gardyaitu:
a. Rukun A/-gard
Adapun rukun dari utang piutang itu sendiri adalah sebagai berikut:?!
» Mougrid (pemilik barang)
» Mugqtarid (yang mendapat barang atau peminjam)
> Barang yang dipinjamkan
» ljab qobul
b. Syarat A/qard
1) Orang yang bertindak scbagai mugrid atae pemilix barang biasa
dikatakan dengan orang yang memberikan utang dan mugtarid yaitu
orang yang menerima utang atau pinjaman mempunyai syarat-syarat
yang harus dipenuhi yaitu :
» Balig, maka batal akad a/-gard yang dilakukan anak kecil.
> Berakal, maka batal akad a/-gard yang dilakukan oleh orang
yang sedang tidur dan orang gila.
» Orang tersebut tidak di mahjur (dibawah perlindungan), maka
tidak syah al-gard yang dilakukan oleh orang yang berada

dibawah perlindungan.

X' Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah, (Jakarta: PT Raja
Grafindo persada, 2002), 28.
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2) Barang yang dipinjamkan harus memenuhi dua hal :
> Materi yang dipinjamkan memiliki manfaat, tidak sah jika tidak
ada kemungkinan pemanfaatan karena al/-gard adalah akad
terhadap harta.
> Pemanfaatan itu dibolehkan, batal a/-gard yang pengambilan
manfaat-manfaat materinya dibatalkan oleh syara’.

3) Akad a/-gard tidak dapat terlaksana kecuali dengan i{jab dan qobul
seperti halnya dalam jual beli. [jab adalah pernyataan pihak pertama
mengenai isi  perikatan yang diinginkan sedangkan Oabul adalah
pernyataan pihak kedua untuk menerimanya ™~

4. Aplikasi dalam Perbankan
Akad al-gard dalam perbankan biasanya diterapkan sebagai berikut :

a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas
dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa
yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya
sejumlah vang yang dipinjamnya itu.

b. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan
pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan

haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.

2Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: VI Press, 2000), 65.



24

c. Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu pinjaman syariah, dimana

nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai. Nasabah akan
mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.?

Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia
tidak bisa menarik dananya karena, misalnya tersimpan dalam bentuk
deposito.

Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil, atau
membantu sektor social. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal
suatu produk khusus vaitu algard al-basan

Untuk aplikasi akad a/gard dzlam perbankan juga harus tunduk pada

ketentuan-ketentuan yang yang dikeluarkan Bank Indonesia sebagaimana

tercantum dalam pasal 18 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBL/2005

tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yvang

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Peraturan tersebut

menetapkan persyaratan paling kurang bagi kegiatan penyaluran dana dalam

bentuk pinjaman dana berdasarkann akad a/-gard sebagai berikut:

1.

Bank syariah dapat memberikan pinjaman al-gard untuk kepentingan
nasabah berdasarkan kesepakatan.
Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman a/-gard yang

diterima pada waktu yang telah disepakati.

B Adiwarman A Karim, Bank Islam, 106.
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. Bank syariah dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi
sehubungan dengan pemberian pinjaman a/-gard.

. Nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan suka rela
kepada bank syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad.

. Dalam hal nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh
kewajibannya pada waktu yang telah disepakati karena nasabah tidak
mampu, maka bank syariah dapat memperpanjang jangka waktu
pengembalian atau menghapus buku sebagian atau seluruh pinjaman
nasabah atas beban kerugian bank.

. ‘.\'mbah digolongkan mampu dan tidak mengembalikan sebagian atau
seluruh kcwajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank
syariah dapat menjatuhkan sanksi kewajiban pembayaran atas
kelamnbatan atau menjual agunan nasabah untuk menutup kewajiban
pinjaman nasabah.

. Sumber dana pinjaman a/-gard untuk kegiatan usaha yang bersifat sosial
dapat berasal dari modal, keuntungan yang disisihkan dan dari dana infak.
. Sumber dana pinjaman a/-gard untuk kegiatan usaha yang bersifat
talangan dan komersial jangka pendek diperbolehkan dari dana pihak
ketiga yang bersifat investasi sepanjang tidak merugikan kepentingan

nasabah pemilik dana.
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Dalam Fatwa DSN-MUI no 54/DSN-MUL/X/2006 pada bagian kelima
tentang ketentuan fee poin C dijelaskan bahwa fée penarikan uang tumai
diperbolehkan oleh penerbit kartu, sebagai fee atas pelayanan dan
penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.

Lembaga keudngan syariah melakuka penyaluran dana melalui
pinjaman a/-gard sesuai dengan Fatwa DSN-MUI 19/DSN-MULTV/2001
adapun hal-hal yang diatur adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan umum a/~-gard

a  A/gard adalah pinjaman vang diberikan kepada nasabah (mugtarid)
vang memeriukar.

b. Nasabah a/-gard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima
pada waktu yang telah disepakati bersama.

c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah

d. LKS (Lembaga Keuangan syariah) dapat meminta jaminan kepada
nasabah bilamana dipandang perlu

e. Nasabah a/-gard dapat memebrikan tambahan (sumbangan) dengan
sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagai atau seluruh
kewajiban pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan

ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu
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pengembalian atau menghapus (wrife off scbagian atau secluruh
kewajibannya.
2. Sanksi
a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan
sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena
ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud di
atas dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
¢. Jika barang jaminan tidak mencukupi. nasabah tetap haros memenuhi
kewajibannys seczra penvh
3. Sumber dana a/-gard
a. Bagaian modal LKS
b. Keuntungan yang disisihkan
c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran
infaknya kepada lembaga keuangan syariah.?*
Sifat al-gard tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu,
pendanaan a/-gard dapat diambil menurut kategori berikut:
a. Al-gard yang diperlukan untuk membantu nasabah secara cepat dan

berjangka pendek. Talangan dana di atas dapat diambil dari modal bank.

% Rahmadi Usman, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia, (Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 2009), 249.
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b. Al-gard yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan
keperluan social, dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah.
Disamping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah demikian
juga ulama melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan
untuk al-gard al-hasan, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan
seperti jasa nostro di koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan
L/C di bank asing dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan
dana-dana ini kaidah zkhaffu dararain (mengambil mudorot yang kecil).
Hal ini mengingat jika dana umat Islam dibiarkan di lembaga- lembaga
nonmuslim mumgkin dapat dipergunakan untuk sesuatu yang merugikan
umat Islam, misalnya dana kaum muslimin arab di bank-bank yahudi
Switzerland. Oleh karenanya dana yang ambil tersebut lebih baik diambil
dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu
dhuafa.

5. Manfaat al-gard
Manfaat yang didapat oleh bank dari transaksi a/-gard adalah bahwa
biaya andministrasi utang dibayar oleh nasabah. Manfaat lainnya berupa
manfaat nonfinansial, yaitu kepercayaan dan loyalitas nasabah kepada bank
tersebut. Risiko dalam a/-gard terhitung tinggi karena ia dianggap

pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.
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Manfaat akad a/-gard terhitung sangat banyak sekali diantaranya:

a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk
mendapat talangan jangka pendek.

b. Al-gard al-hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda bank syariah
dengan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial,
disamping misi komersial.

c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan

meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

B. Pinjaman Usng menurmt PBI No.11/11/PBL2009
. Pengertian

Pinjaman itu sama halnya dengan kredit dimana kredit merupakan
perkataan yang diambil dari bahasa latin “credo” yang artinya percaya,
dengan kata lain kepercayaan pada kemampuan seseorang untuk membayar.
Kepercayaan didasarkan atas dasar perjanjian.”

Maksud dari kepercayaan tersebut adalah si pemberi pinjaman
percaya kepada si penerima pinjaman, bahwa pinjaman yang dislurkannya
pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima
pinjaman berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban

untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

PMuhammad Muslehuddin, System Perbankan dalam Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994),
30.
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atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu

tertentu dengan pemberian bunga termasuk:

a. Cerukan (overdrafl) yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang
tidak dapat dibayar lunaspada hari ahir.

b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang

c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain

. Landasan Hukum

Dalam sebuah transaksi dunia perekonomian terdapat dasar hukum
yvang akan menjadi landasan bagaimana cara menjalankan transaksi tersebut.
Tentu saja agar tidak bertolak belakang dengan landasan yang di sudah
ditetapkaan.

Landasan hukum yang digunakan dalam transaksi pinjaman uang
yaitu KUH Perdata terdapat dalam pasal 1754 yang berbunyi: “Pinjam
meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan
kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu baraang-barang yang habis
karna pemakaian, dengan syarat pihak yang mengembalikan ini akan
mengembalikan sejumlah yang samma dari macam dan keadaan yang sama
pula.”

Selain dasar tersebut juga terdapat dasar dalam memberikan pinjaman

agar tidak terjadi masalah dikemudian hari selama proses pinjaman uang
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berlangsung. Dalam pemberian pinjaman ditentukan dalam pasal 8 ayat (1)
dan (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Pasal 8 ayat (1) berbunyi
“Dalam memberikan pinjaman berdasarkan prinsip syariah, bank umum
wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad
dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi utangnya atau
mengembalikan pinjaman sesuai dengan diperjanjikan”.?® Pemberian kredit
pada nasabah bank harus menerapkan pedoman perkreditan sesuai dengan
Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi “Bank wajib memiliki dan menerapkan
pedoman perkreditan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan
vang ditetspkan olch Bank Indonesia™

Sebelum fasilitas pemberian pinjaman diberikan maka harus merasa
yakin bahwa yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut
diperoleh dari hasil penilaian pinjaman sebelumn pinjaman tersebut
disalurkan.

Beberapa prinsip dasar dalam pemberiann pinjaman menjadi landasan
dan tentu juga perlu dilakukan sebelum memutuskan memberikan pinjaman

dikenal dengan prinsip 5C, 3R, dan 5P yaitu:

28 .
1bid.291
® Hermansyah, Hokum Perbankan Nasional Indonesis, (Jakarta :Kencana Prenada Media
Group, 2008), 62.
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a. Prinsip 5C*°
1) Character
Character menggambarkan watak dan kepribadian calon
nasabah yang akan meminjam wang. Bank perlu melakukan analisis
terhadap karakter calon peminjam, tujuannya adalah untuk
mengetahui bahwa calon peminjam mempunyai keinginan untuk
memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai dengan lunas.
Bank ingin mengetahuibahwa calon pinjaman mempunyai
karakier vang baik. jujwr dan mempunyai komitmen terhadap
pelunasan pinjaman yang akan diterima dari Bank.
2) Capacity
Merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola
usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman
mengelola usaha (business record) nya, sejarah perusahaan yang
pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana
mengatasi kesulitan). Capacity ini merupakan ukuran dari ability to

play atau kemampuan dalam membayar.”'

VK wartono Adi, Analisis Usaha Kecil dan Menengah, (Y ogyakarta: C.V Andi offset, 2007),

3 Gatot Subroto, Perbankan Dan Masalah Kredit, (Jakarta: djambatan, 1997), 19.
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Capital

Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh
perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan
rugi-laba, struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan yang diperoleh
seperti return on equity, return on investment. Dari kondisi di atas
bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan
beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan®2.
Collateral

Collsteral adalah jeminan yang mungkin bisa disita apabila
ternvata calon peianggan benar-benar tidak bisa memenuhi
kewajibannya. Collateral ini diperhitungkan paling akhir, artinya
bilamana masih ada suvatu kesangsian dalam pertimbangan-
pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa
dijadikan jaminan.
Condition of Economy

Merupakan pembiayaan yang diberikan juga perlu
mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek

usaha calon nasabah. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari

32 id
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kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi

ckonomi dengan usaha calon pelanggan.®

b. Prinsip 3R

1)

2)

Return

Return dapat diartikan sebagai hasil usaha yang dicapai oleh
perusahaan calon debitur. Bank perlu melakukan analisis terhadap
hasil yang akan dicapai oleh calon debitur. Analisis tersebut
dilakukan dengan melihat hasil yang telah dicapai sebelum
mendapatkan kredit dari bank, kemudian estimasi terthadap usaha
vang mungkin akan dicapai setelah mendapat kredit.selainitu returmn
juga dapat diartikan sebagai hasil usaha yang akan diperoleh oleh banj
dalam memberikan kredit kepada calon debitur.
Repayment

Repayment diartikan sebagai kemampuan perusahaan calon
debitur untuk melakukan pembayaran kembali kredit yang telah
dinikmati. Bank perlu melakukan analisis terhadap kemampuan
terhadap kemampuan calon peminjam dalam mengelola usaha. Hal ini
dapat dilihat dari kemampuan perusahaaan dalam menciptakan

keuntungan.

3 Johanes Ibrahim, Kartu Kredit, (Bandung: Refika Aditama, 2004), 16.
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3) Risk bearing ability

Merupakan kemampuan calon peminjam untuk menanggung
resiko apabila terjadi kegagalan dalam usahanya. Salah satu
pertimbangan untuk meyakini bahwa calon [eminjam akan mampu
resiko  ketidak pastian yaitu dengan melibat struktur

permodalannya.®*

c. Prinsip 7P

1

2)

Personality

Bank mencari data tentang kepribadian calon debitur seperti
riwayat hidupnya (kelahiran. pendidikan., pengalaman. usaha atau
pekerjaan, dan sebagainya), hobi, keadaan keluarga (istri, anak),
social standing (pergaulan dalam masyarakat serta bagaimana
pendapat masyarakat tentang diri si peminjam), serta hal-hal lain
yang erat hubungannya dengan kepribadian si peminjam.
Purpos

Mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan
kredit. Apakah akan digunakannya untuk berdagang, atau untuk
membeli rumah atauuntuk tujuan lainnya. Selain itu apakah tujuan

penggunaan kredit itu sesuai dengan line of business kredit yang

3 Ismail, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 116.
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bersangkutan. Misalnya, tujuan atau keperluan kredit umtuk
perkapalan sedangkan line of business bank dalam bidang pertanian.
3) Prospect
Prospect adalah harapan masa depan dari bidang usaha atau
kegiatan usaha si peminjam. ini dapat diketahui dari perkembangan
usaha peminjam selama beberapa bulan/tahun, perkembangan
keadaan ekonomi perdagangan,‘ keaadaan ekonomi/perdagangan
sektor usaha si peminjam, kekuatan keuvangan perusahaan yang dibuat
dari eamnirg power (kekuatan pendapatankcuntungan) masa lalu dan
perkiraan masa mendatang. **
4) Payment
Mengetahui bagaimana perkiraan pembayaran kembali
pinjaman yang akan diberikan. Hal ini dapat diperoleh dari
perhitungan tentang prospek, kelancaran penjualan dan pendapatan
schingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman
ditinjau dari waktu serta jumlah pengambilannya.
5) Profitability
Menilai berapa tingkat keuntungan yang akan diraih calon
debitur, bagaimana polanya, apakah makin lama makin besar atau

sebaliknya.

3K asmir, Dasar-Dasar, 117.
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6) Protection
Menilai bagaimana calon debitur melindungi usaha dan
mendapatkan perlindungan usaha. Apakah dalam bentuk jaminan
barang, orang atau asuransi.
7) Parti
Bertujuan mengklasifikasi calon debitur berdasarkan modal,
loyalitas, dan karakternya. Pengklasifikasian ini akan menentukan
perlakuan bank dalam hal pemberian fasilitas.*®
3. Syarat Syahnya Pinjaman
Syarat syahnya sebuah perjanjian pinjaman terdapat berbagai macam
yakni harus memenubi berbagai unsure yang telah ada. Sebagaimana
diketahui bahwa unsur esensial dari peminjaman uang di bank adalah adanya
kepercayaan dari pihak pemberi pinjaman atau kreditur yakni pihak bank
terhadap nasabah peminjam uang sebagai nasabah.
Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas
pinjaman atau kredit:
a. Kepercayaan
Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi
pinjaman bahwa pinjaman yang diberikan (baik berupa uang, barabg atau

jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai

3 Kasmir, Dasar-Dasar,120.
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jangka waktu tertentu. Kepecayaan diberikan oleh bank sebagai dasar
utama yang melandasi mengapa sutu pinjaman berani dikucurkan. Oleh
karena itu sebelum pinjaman dikucurkan harus dilakukan penelitian dan
penyelidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik
secara interen mapun ecksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang
kondisi pemohon pinjaman seckarang dan masa lalu, untuk menilai
kesungguhan dan etikat nasabah terhadap bank.*’
b. Kesepakatan
Disamping unswr percaya didalam pinjaman juga mengandung
unsur kesepakatan antara si pembeni pinjaman dengan si ’pcncrima
pinjaman. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana
masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-
masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad perjanjian
pinjaman dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak sebelum pinjaman
dikucurkan.
c. Jangka Waktu
Setiap pinjaman memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu,
jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pinjaman yang telah
kondisi disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek,

jangka menengahdan jangka panjang. Jangka waktu merupakan batas

%7 Ibid,, 163.
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waktu pengembalian vang pinjaman yagn sudah disepakati kedua belah
pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai
kebutuhan.
d. Resiko
Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pinjaman
akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian
suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit. Semakin
panjang suatu jangka waktu kredit,maka semakin besar resikonya,
demikian pula scbaliknya Resiko ini menjadi tangguangan bank. baik
resiko vang disengaja oleh resiko yang disengaja, misalnya karena
bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada uasur
kesengajaan lainnya, sehingga nasbah tidak mampu lagi melunasi
pinjaman yang diperolehnya.*®
e. Balas jasa
Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atau
pemberian suatu pinjaman. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita
terkenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bunga bank

juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi pinjaman yang

38 Johannes Ibrahim, Kartu Kredit, (Bandung: Refika Aditama, 2004), 8.
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juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip
syariah balas jasanya dengan bagi hasil.*’
f. Prestasi

Prestasi atau objek pinjaman itu tidak saja diberikan dalam bentuk
uang, tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa. Namun, karena
kehidupan ekonomi modern sekarang didasarkan pada uvang, maka
transaksi-transaksi pinjaman yang menyangkut uanglah yang setiap kali
kita jumpai dalam praktik perkreditan.

Bertitik tolak dari pendapat diatas, maka bisa dikemukakan
bahwa selain unsur kepercayaan tersebut. dalam permohonan selain unsur
risiko dan pemberian pinjaman juga mengandung unsur lain, yaitu unsur
waktu, unsur prestasi. Dalam pemberian pinjaman ditentukan juga
mengenai unsur waktu. Unsur waktu ini merupakan jangka waktu atau
tenggang waktu tertentu antara pemberian atau pencairan pinjaman oleh
bank dengan pelunasan pinjaman oleh nasabah.

Menurut Subekti dalam bukunya hukum perjanjian bahwa yang
dimaksud dengan risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang
disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak.

Berkaitan dengan pemberian pinjaman oleh bank kepada nasabah tentu

pula mengandung risiko usaha bagi bank. Risiko disini adalah risiko dari

39 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, 105.
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kemungkinan, ketidakmampuan dari nasabah untuk membeyar angsuran
atau melunasi kredi tnya karena sesuatu hal tertentu yang dikehendaki.
Oleh karena itu, semakin lama jangka waktu atau tenggang waktu yang
diberikan untuk pelunasan kredit, maka makin besar juga risiko bagi
bank.

Setiap perjanjian tentu mengandung adanya prestasi dan
kontraprestasi. Oleh karena itu, dalam perjanjian pinjaman sejak saat
adanya kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak (bank dan
nasabsh) telah menimbulkan hubugan hukum atau menimbuikan hak dan
kewajiban dari masing-masing pihak scsuai .kcsepakaxan vang tclah
mereka sepakati. Bank sebagai kreditor berkewajiban untuk memberikan
pinjaman sesuai dengan jumlah yang disetujui, dan atas prestasinya
tersebut bank berhak untuk memperoleh pelunasan pinjaman dan bunga
dari nasabah sebagai kontraprestasi.

4. Aplikasi dalam Perbankan
Beragamnya jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan
dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis pinjaman juga
menjadi beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang
diinginkan nasabah.
Dalam praktiknya pinjaman yang diberikan bank umum dan bank

perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai segi antara lain:
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a. Dilihat dari Segi Kegunaan
1) Pinjaman Investasi
Pinjaman investasi adalah pinjaman yang diberikan oleh bank
kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (aktiva tetap)
yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum
Pinjaman investasi merupakan pinjaman jangka panjang yang
biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau
membangun proyek atau pabrik baru atau keperluan rehbilitasi.
Pinjaman investasi ini pomininya besar. maka pada umumnya jangka
waktunya lebih dari satu tahun. jangka menengah dan panjang
Contoh:
> PT Anugrah (industri sepatu) mengajukan peminjaman ke Bank
MB Surabaya untuk membeli 100 unit mesin jahit sepatu.
Masing-masing mesin jahit seharga Rp5.000.000,- schingga dana
yang diperlukan sebesar Rp 500.000.000,-
Mesin jahit merupakan aktiva tetap atau barang modal, sehingga
permohonan pinjaman tersebut termasuk investasi
> PT Angin lalu mengajukan pinjaman pembelian 5 unit kendaraan

Rp250.000.000,- untuk alat pengangkutan atau untuk disewakan.

“ 1bid,109.



Pembelian kendaraan tersebut merupakan aktiva tetap PT Angin
lalu, sehingga merupakan investasi.
2) Pinjaman untuk Modal Kerja

Pinjaman modal kerja merupakan pinjaman yang digunakan
untuk keperluan menigkatkan produksi dalam operasionalnya.
Sebagai contoh pinjaman modal kerja diberikan untuk membeli
bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang
berkaitan dengan proses produksi perusahaan.
Contoh:
PT Abugrah memeriukan tambahan dana sebesar Rp500.000.009.-
untuk meningkatkan volume penjualan yang ditargetkan sebesar 30%
dari penjualan tahun sebelumnya. Tambahan dana tersebut umtuk
meng-cover piutang dan membeli bahan baku, maupun persediaan
lainnya. PT Anugrah mengajukan pinjaman kepada Bank MB
Surabaya maka Bank Mb Surabaya dapat memberikan pinjaman
modal kerja.

b. Dilihat dari Segi Tujuan
1) Pinjaman Produktif

Pinjaman yang digunakan untuk peningkatan usaha atau

produksi atau investasi. Pinjaman ini diberikan untuk menghasilkan

barang atau jasa. Sebagai contohnya pinjaman untuk membangun
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pabrik yang nantinya akan menghasilkan produk pertanian, pinjaman
pertambangan menghasilkan bahan tambang industri akan
menghasilkan bahan tambang industri akan menghasilkan bahan
industri.

2) Pinjaman Konsumtif

Pinjaman yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi.
Dalam pinjaman ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang
dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh
seseorang atau dadan usaha Scbagai contoh pinjaman  untuk
perumahan. mobil pribadi. pinjaman perabotan rumah tangga dan
lainnya. *!

Dalam praktiknya bank juga memberikan pinjaman kepada
pegawai negeri sipil, BUMN, swasta dalam bentuk pinjaman
konsumtif untuk memenuhi kebutuhannya misalnya untuk pembelian
computer dan barang elektronik.

Contoh:
Andika mengajukan pinjaman untuk pembelian rumah dengan harga
Rp. 200.000.000,- atas pembelian rumah tersebut dia sudah

membayar uang muka sebesar Rp50.000.000,- sisanya diajukan

smail, Mangjemnen Perbankan, 103.
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pinjaman ke bank MB Surabaya. Bank MB dapat memberikan
pinjaman konsumtif kepada andika.
3) Pinjaman Perdagangan
Merupakan pinjaman yang diberikan kepada pedagang dan
digunakan untuk membiayai aktivitas perdaganganya seperti untuk
membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil
penjualan barang tersebut. Pinjaman ini sering diberikan kepada
suplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam
umiah besar. Contoh pinjaman ini misalnya pinjaman ekspor dan
impor.
c. Dilibat dari Segi Jangka Waktu
1) Jangka Pendek
Pinjaman jangka pendek Merupaka pinjaman yang memiliki
jangka wakty kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan
biasanya dengan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk
peternakan, misalnya pinjaman peternakan ayam atu jika untuk
pertanian misalnya tanaman padi atu palawija.
2) Jangka Menengah
Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan

3 tahun dan biasanya pinjaman ini digunakan untuk melakukan
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investasi, sebagai contoh pinjaman untuk pertanian seperti jeruk atau
peternakan kambing.
Jangka Panjang

Merupakan pinjaman yang masa pengembaliannya paling
panjang. Pinjaman jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3
tahun atau 5 tahun. Biasanya pinjaman ini untuk investasi jangka
panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan

untuk pinjaman konsumtif seperti pinjaman perumahan.

Pinjaman scsuai dengan Jangks Waktu

Jangka pendek . 0-1 tahun

Jangka menengah 1-3 tahun

Jangka panjang Lebih dari 3 tahun

Tebel 1. Jangka Waktu Kredit

d. Pinjaman Dilihat dari Cara Penarikannya

Pinjaman dapat dibagi sesuai dengan cara penarikan, maupun

pembayaran kembali menjadi 3 jenis yaitu pinjaman sekaligus, bertahap

dan rekening Koran.

1.

Pinjaman Sekaligus

Pinjaman sekaligus bias disebut dengan aflopend credit yaitu
pinjaman yang dicairkan sekaligus sesuai dengan plafon pinjaman
yang disetujui. Pinjaman tersebut bias dicairkan secara tunai,

maupun non tunai yaitu pemindah bukuan.
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Dalam praktiknya bank akan mencairkan pinjaman sekaligus
melalui rekening giro atau tabungan nasabah, tidak diberikan tunai.
Nasabah akan menariknya dari rekening yang telah dimiliki.

Dilihat dari cara pengembaliannya, pinjaman sckaligus dapat
dibagi menjadi dua macam yaitu:

a) Pinjaman sekaligus yang cara pembayarannya pinjaman yaitu
dilakukan dengan angsuran sampai dengan lunas setelah jangka
waktu tertentu. Angsuran tersebut dapat dilakukan setiap bulan,
tiga bulan sckali dan scterusnya Hal ini disesuaikan dengan
petjanjian dan kemampuan nasabah umtuk membayar kembali.
Jenis pinjaman ini cocok untuk investasi.

b) Pinjaman sckaligus yang cara pembayaran kembali pinjaman
yaitu sekaligus pada akhir masa kredit. Misalnya pinjaman modal
kerja dengan jangka waktu satu tahun. Nasabah hanya diwajibkan
membayar bunganya setiap bulan, dan pinjaman pokoknya akan
dibayar pada akhir tahun atau akhir masa perjanjian.

2. Pinjaman Bertahap

Pinjaman yang pencairannya tidak sekaligus, akan tetapi

dilakukan secara bertahap 2,3,4, kali pencairan dalam masa kredit.

Pencairannya disesuaikan dengan dana yang dibutuhkan oleh nasabah.
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Pinjaman ini cocok untuk investasi pembangunan, sehingga bank
akan mencairkannya sesuai dengan termin pembayaran proyek.

Misalnya plafon pinjaman yang disetujui oleh bank sebesar
Rp1.000.000.000,- untuk pembangunan gedung, maka pinjaman
tersebut akan dicairkan selama satu tahun sesuai dengan termin
penyelesaian proyck pembangunan gedung. Bank akan mecairkannya
tidak langsung sebesar Rp1.000.000.000,- akan tetapi sesuai dengan
tingkat penyelesaian pembangunan. Bunga harus dibayar oleh
nasabah sesuai dengan pencairan pinjaman vang telzh dinikmati olch
nasabah Adapun cara pengembaliznayz biasanya dilakukan secara
angsuran sesuai dengan jangka waktu tertentu sampai dengan lunas
pada akhir masa kredit.
. Pinjaman Rekenig Koran

Pinjaman rekening Koran merupakan pinjaman yang
penyediaan dananya dilakukan melalui pemindahbukuan, bank akan
memindahkan pinjaman tersebut kedalam rekening giro nasabah,
sdangkan penarikannya dilakukan dengan menggunakan sarana
berupa cek, bilyet giro atau surat pemindahbukuan lainnya.

Pemberian pinjaman dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai
dengan kebutuhan. Jumlah yang ditarik juga bias keseluruhan atau

sebagian. Pembayaran atas pinjaman rekening Koran juga dapat
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dilakukan sewaktu-waktu dengan menyetorkannya ke rekening giro
nasabah, bank akan memotongnya dari rekening giro nasabah
tersebut.

Pinjaman ini dapat di tarik setiap saat dan juga dapat
mengembalikannya pinjaman ini setiap saat serta dapat dilakukan
berulang-ulang, sehingga disebut pinjaman rekening Koran. Dalam
pinjaman rekening Koran biasanya bank memberikan fasilitas
overdraft (cerukan) kepada nasabah tertentu. Nasabah diberi fasilitas
untuk dapat menarik dana melalui rekening gironya yang melebihi
saldo rekening giro vang iersedia.

Pinjaman rekening Koran ini menguntungkan bagi bank,
maupun nasabah. Keuntungan bagi nasabah adalah nasabah hanya
membayar bunga scbesar presentase tertentu dikalikan dengan
pinjaman yang telah ditarik, schingga beban bunga nasabah menjadi
lebih kecil dan efesien. Keuntungan bagi bank, bank dapat
mengontrol perputaran keuangan nasabah dengan melihat mutasi
rekening giro nasabah.

e. Pinjaman Dilihat dari Sektor Usaha
Pinjaman dilihat dari sektor usahanya, pinjaman dapat dibagi

antara lain sebagai berikut:
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1) Sektor industri
2) Sektor perdagangan
3) Sektor pertanian, peternakan dan perkebunan
4) Sektor jasa
5) Sektor perumahan®
5. Manfaat Pinjaman
Manfaat pinjaman dapat digolongkan sebagai berikut:
a. Manfaat bagi bank
» Pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah akan mendapatkaan

balas jasa berupa bunga

Pendapatan bunga berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank.

\ %

Hal ini ini dapat tercermin pada perolehan laba.

» Kegiatan kredit dapat mendorong peningkatan kenampuan pegawai
untuk lebih memahami secra rinci aktivitas usaha pada peminjam
diberbagai sector usaha. Dengan demikian para pegawai menjadi
terlatih dan mempunyai keahlian dalam beberapa usaha nasabah. Hal
ini merupakan asset bagi bank.

> Pemberian kredit kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan

produk lain seperti produk dana dan jasa.

*? Ismail, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 105.
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b. Manfaat bagi peminjam

>

>

Meningkatkan usaha nasabah

Biaya kredit bank pada umumnya murah

Bank menawarkan berbagai jenis kredit sehingga orang yang akan
melakukan kredit dapat memilih jenis pinjaman atau kredit sesuai
dengan tujuannya.

Jangka waktu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan
peminjam dalam membayar kembali pinjaman tersebut, sehingga

peminjam dapat mengestiminasika keuangar dengan tepat.
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DESKRIPSI PRAKTIK GESEK TUNAI DI BNI SYARIAH
CABANG SURABAYA

A. Produk Kartu Pembiayaan Hasanah
1. Pengertian

Dari sisi istilah kata hasanah mcrupakan kata serapan dari bahasa
arab. Ditinjau dari gramatikal arab, ilmu nahwu kata hasanah termasuk kata
benda yang sifatnya muanas (jenis perempuan) karena mendapatkan
tambahan “ta” kartu pembiayaan hasanah berarti keutamaan, kebaikan,
keamanan, keschatan badan, cukup harta, kcluarga sakinah, unggul dalam
persaingan.

Kartu pembiayaan hasanah mecrupukan pembiayaan kartu kredit
dengan menggunakan prinsip syariah. Bertujuan untuk memudahkan system
pembayaran, sebagai kartu pembiayaan jaminan atas setiap transaksi
pembelian barang dan jasa.!

Sesuai dengan ketentuan syariah kartu pembiayaan hasanah lebih
ringan,dengan valve (fitur dan program) tidak kalah menarik dari kartu kredit
konvensional yaitu mendapatkan gratis iuran tahunan pada tahun pertama
(syarat transaksi berapapun), Executive Lounge (Gold & Platinum), Fitur

sama dengan Kartu Kredit BNI. BNI meluncurkan tiga tipe kartu

' Adi Nugroho sebagai Pimpinan Bidang Operasional, Wawancars, Surabaya, 3 Juni 2011.
53
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pembiayaan hasanah yaitu classic, gold dan platinum. Dengan model fitur

sebagai berikut:

>

>

Smart spendingSesuai catalog dengan cicilan 0%

Cash Advance dengan keterangan 40% dari limit kartu

Dana plus dengan Fasilitas transfer dana dari Hasanah Card ke rekening
mana saja di Indonesia melalui layanan telepon 24 Jam BNI Call dengan
biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Increasing Limit Temporary dengan ketentuan 50% dari limit kartu,
tidak perlu menambah goodwill investment, jangka waktu maksimal 1
bulan

Prisai plus dengan menggunakan asuransi syariah

Transfer Balance fasilitas transfer tagihan ke kartu kredit bank lainnya
atas nama pemegang kartu sendiri serta dapat dicicil selama 12 bulan.
Jumlah yang dapat ditransfer minimal Rp. 500.000,- hingga Rp 10 juta
dengan ketentuan 80% dari limit kartu,

Excecutive Lounge

Pembayaran melalui ATM dapat dilakukan di Melalui ATM BNI, BCA,

Mandiri, Permata.’

?BNI Syariah, “ Hasanah Card” (Surabaya: BNI Syariah, 2011), 9.
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2. Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam pembiayaan hasanah adalah
Fatwa Dewan syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia No 54/ DSN-
MULI/X/2006 tentang syariah card dan surat penetapan dari Bank Indonesia
No.10/337/Dpbs tanggal 11-02-2008.°
Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUIL/X/2006 “syariah
card” didefinisikan sebagai kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit yang
memiliki hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah
sebgai mana yang di atur dalam fatwa.
3. Syarat Umum Permohonan Kartu Prmbiayaan Hasanah BNI Syariah.
a. Kartu hasanah classic
1) Penghasilan minimal 25 juta pertahun
2) Pemegang kartu utama minimal usia 21 tahun maximal 65 tahun
3) Pemegang kartu tambahan minimal 17 tahun maximal 65 tahun
b. Kartu hasanah gold
1) Penghasilan minimal 60 juta pertghun
2) Pemegang kartu utama minimal usia 21 tahun maximal 65 tahun
3) Pemegang kartu tambahan minimal |7 tahun maximal 65 tahun
¢. Kartu hasanah platinum

1) Penghasilan minimal 500 juta pertahun

*BNI Syarizh,"Kart Pembiayaan Hasanah,” dalam h{ip/www bnisyariah.co.id (3 Juni 2011)
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2) Pemegang kartu utama minimal usia 21 tahun maximum 65 tahun
3) Pemegang kartu tambahan minimal usia 17 tahun maximum 65 tahun
Dokumen pendukung yang harus dilampirkan beserta formulir
yang isnya aplikasi kartu kredit hasanah BNI syariah antara lain:
1) Karyawan/TNI/Polisi : foto copy KTP/passport, bukti penghasilan
2) Dokter/professional: foto kopy KTP/paspor, bukti penghasilan, dan
surat ijin profesi.
3) Pengusaha : foto kopy KTP/paspor, bukti penghasilan dan akta
pendirian STUP.
d. Konsep produk kartu pembiayaan hasanah

1) BNI menjamin card holder tcrthedap merchant atas semua kewajiban
bayar yang timbul dari transaksi menggunakan Hasanah Card
termasuk cash advance

2) Dari ATM non BNI). Ini merupakan Implementasi dari akad kafalah
pada form aplikasi Hasanah Card. Kemudian BNI berhak mendapat
annual membership fee (iuran tahunan)

3) BNI memberikan pinjaman atas cash advance melalui ATM BNI dan
transaksi belanja melalui merchant atau cash advance dari ATM non
BNI. Implementasi dari akad 4/~gan/ pada form aplikasi Hasanah
Card. KemudianBNI berhak atas fcc penarikan tunai yang besarnya

tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan,
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4) BNI menyediakan jasa pembayaran dan layanan bagi card holder.
Implementasi dari akad Jjjarah pada form aplikasi Hasanah Card.
Kemudian BNI berhak mendapat monthly membership fee (iuran
bulanan) dan merchant fee.

Pada konsep kartu pembiayaan hasanah di jelaskan mengenai
pendapatan yang diperoleh dalam kartu tcrsebut adalah berasal dari:
a) Annual Membership Fee/Annual fee (berasal dari akad kafalah) ->
fix
b) Monthly Membership Fee> fix (berasal dari akad Jjarah,
diberikan discount berdasarkan jumlah transaksinya dalam bentuk
cash rebate -> agar setara dengan bunga).
¢) Merchant fee (berasal dari ukad jjarah) - sesuai transaksi
d) Cash advance fee (fee penarikan tunai)
¢) Denda keterlambatan :
— Bunga keterlambatan menjadi dana sosial
— Biaya penagihan bolch diakui sebagai pendapatan /2 ’Wi’gf
¢. Fitur atau fasilitas kartu pembiayaan hasanah
1) Diterima diseluruh dunia
Kartu pembiayaan hasanh dapat diterima diseluruh dunia

sebagai alat pembayaran kurang lcbih 29 tempat usaha yng memasang

4Adi Nugroho sebagai Pimpinan Bidang Operusional, Wawancara, Surabaya, 3 Juni 2011
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logo master card diseluruh dunia. Kartu pembiayaan hasanah juga
memiliki fasilitas pengambilan uang secara tunai melalui ATM BNI.
Kemudahan pembayaran tagihan

Pembayaran tagihan BNI hasanah card dapat dilakukan
melalui kantor cabang BNI, ATM, sms banking, internet banking, dan
layanan telepon 24 jam BNI call melalui phonplus. Pembayaran juga
dapat dilakukan melalui fasilitas bank lain yang seudah bekerja sama

dengan BNI card center.

3) Exccutive Airport Lounge

4)

Bagi pengguna kartu pembiayaan hasanah gold dan platinum
yang bepergian menggunakan pcsawat terbang, dapat menikmati
fasilitas Exccutive airport lounge seclama menunggu waktu
keberangkatan.

Asuransi Perisai Plus Syariah

Asuransi yang membcrikan perlindungan terhadap saldo
tagihan kartu pembiayaan hasanahpada saat pemegang kartu tidak
dapat membayar tagihan dikarcnakan sakit atau kecelakaan yang
dapat ketidak mampuan untuk bekerja (minimal 30 hari) atau
kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat dengan premi

dengan hanya 0,39% per bulan dari total saldo tabungan per bulan.
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Transaksi isi ulang dan pembayaran tagihan di ATM

Pembayaran berbagai macam tagihan dan isi ulang pulsa
dengan kartu pembiayaan hasanahkini dapat dilakukan melalui ATM
BNI. Beberapa transaksi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Tiket &Travel: Garuda, Adam air, Lion Air.
b. Isi ulang pulsa : Simpati, AS, Jempol, XL Bebas Regular, XL

Bebas Xtra, Mentari, Staronc, IM3, Fren, Esia, Three, Flexi.
c. Telepon pasca bayar Xplor, Hclo, Matrix, Starone, IM3, Telkom,
Flexi, Speedy, Esia, Fren dan Three.

d. Universitas : UI, SPC
Seluruh transaksi belanja minimal transaksi Rp.500.000,- dan
maksimal Rp 10 juta dapat ditagihkan dengan fasilitas cicilan selama
12 bulan (biaya administrasi scsuai dengan syarat dan ketentuan
berlaku)
Fasilitas transfer dana dari hasanah card ke rekening mana saja di
Indonesia melalui layanan telepon 24 jam BNI call dengan nilai yang
dapat ditransfer serta biaya adininistrasi sesuai dengan ketentuan
yang berlaku,
Merupakan fitur yang dapat dinikmati oleh pemegang kartu
pembiayaan hasanah untuk meclakukan pembayaran tagihan bulanan

secara rutin secara otodebit, beberapa jenis pembayaran yang
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dilakukan melalui fitur ini adalah Telkom (area tertentu), Telkomsel,
Matrix, Xplor, Fren, Esia, Indovision, First Media, Digital I, Indosat
M2, Speedy dan air bersih TPJ.

9) Untuk kenyamanan perjalanan, tcle travel BNI memberikan
kemudahan untuk pemesanan tikct pcsawat, reservasi hotel da paket
wisata. Tele travel juga menawarkan paket-paket wisata untuk
liburan serta membantu pembuatan paspor dan visa. Untuk informasi
lebih lengkap dapat menghubungi layanan 24 jam BNI call atau
layanan tele travel.

10) Fasilitas transfer tagihan ke kartu kredit bank lainnya atas nama
pemegang kartu kredit sendiri scrta dapat dicicil selama 12 bulan.
Jumlah yang harus ditransfer minimal Rp 500.0000,- hingga Rp 10
juta dengan syarat dan ketentuan berlaku.

11) Fasilitas untuk pengisian pulsa 24 jam melalui BNI call kapanpun dan
dimanapun untuk kartu, Simpati, Matrix, Mentari, IM3, Pro XL, dan
Fren. Pengisian ulang pulsa sccara otomatis dapat dilakukan setiap
bulan melalui smart reload.

12) Perlindungan asuransi berjalan bebas premi
Perlindungan asuransi berjalan bcbas premi dapat dilakukan oleh

pemegang kartu hasanah gold, jika mengalami kecelakaan dalam
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perjalanan sebagai penurapang dengan menggunakan angkutan udara
dengan syarat utama tiket pesawat dibeli dengan hasanah gold.
4. Akad Kartu Pembiayaan Hasanah
Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 54/DSN-MUL/X/2006 akad yang
digunakan dalam kartu pembiayaan hasanah adalah:
a. Akad kafalah
Penerbit Kartu adalah penjumin (Xafi) bagi pemegang kartu
terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari
’transaksi antara pemegang kartu dengan merchant, dan atau penarikan
tunai selain bank atau ATM bank penerbit kartu.Atas pemberian Kafalah,
penerbit kartu dapat menerima fee ( yfrali).
b. Akead al-gard
Penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (mugrid) kepada
pemegang kartu (mugtarid) melalui Penarikan tunai dari bank atau ATM
bank penerbit kartu.
c. ljarah
Penerbit kartu adalah penycdia jasa sistem pembayaran dan
pelayanan terhadap pemegang kartu.Atas Jjarah ini, pemegang Kartu
dikenakan membership fee (annual foc). Dalam menggunakan kartu

pembiayaan hasanah juga ada ketcnuan mengenai batasan penggunaan
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kartu pembiayaan tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-

MUL/X/2006 yaitu:

» Tidak menimbulkan riba

» Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah

> Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (isyraf), dengan cara

antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.

» Pemegang kartu utama harus mecmiliki kemampuan finansial untuk

melunasi pada waktunya.

» Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah,

5. Ketentuan limit kartu, Annual membership fee dan Monthly Membership Fee

a. Limit kartu pembiayaan hasanah®

Parameter Classic Gold Platinum
Limit | Kategori 1 | 4.000.000 | Kategori 1 | 10.000.000 | Kategori 1 | 40.000.000
Kategori 2 | 6.000.000 | Kategori 2 | 15.000.000 | Kategori 2 | 50.000.000
Kategori 3 | 8.000.000 | Kategori 3 | 20.000.000 | Kategori 3 | 75.000.000
Kategori 4 | 25,000,000 | Kategori 4 | 100.000.000
Kategori 5 | 30.000.000 | Kategori 5 | 125.000.000
Max
900.000.000
Tabel 2. Limit Kartu Pembiayaan Hasana
b. Annual membership fee®
. Annual membership fee Classic Gold Platinum
Kartu utama 120.000 240.000 600.000
Kartu tambahan 60.000 100.000 300.000
Tabel 3.Annual membership fee

*BNI Syariah, “ Hasanah Card” (Surabaya: BN1 syariah, 2011), 26.

s

Iid.
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Parameter Classic Gold Platinum
Monthly Kategori 1 | 118.000 | Kategori | | 295.000 | Kategori 1 | 1.180.000
membership | Kategori 2 | 177.000 | Kategori 2 | 442,500 | Kategori 2 | 1,475.000
fee Kategori 3 | 236.000 | Kategori 3 | 590.000 | Kategori 3 | 2.212.500

Kategori 4 | 737.000 | Kategori4 | 2.950.000
Kategori § } 885.000 | Kategori 5 | 3.687.500
Max
26.550.000
Tabel 4. Monthly Membership Fee
6. Iuran Layanan Biaya Kartu Pembiayaan Hasanah
a. Biaya Keterlambatan dan Over Limit*
Jenis Kartu Biaya Keterlambatan Biaya over limit
Classic 25.000 25.000
Gold 50.000 50.000
Platinum 75.000 75.000
TabelS. Biaya Keterlambatan dan Over Limit
b. Biaya Penagihan’
JENIS KARTU
TIMING
CLASSIC GOLD PLATINUM
X Days-29 Days 15.000 35.000 110.000
30-59 Days 20.000 50.000 160.000
60-89 Days 25.000 65.000 220.000
90-119 Days 40.000 100.000 340.000
120-149 Days 50.000 120.000 410.000
150-179 Dyas 60.000 150.000 480.000
180 Days 320.000 800.000 2. 800.000
Tabel 6.Biaya Penagihan
"1bid.
SIbid,

S ibid



7. Biaya lain-lainnya

1) Biaya penggantian kartu yang rusak/ hilang/ dicuri untuk kedua kali
Rp.45.000,-

2) Biaya penarikan tunai setiap melakukan di ATM Rp.25.000,-

3) Biaya transfer regular Rp.3.000,-, Transfer Balance (khusus) Rp.5.000,-

4) Biaya permintaan salinan sales draft Rp.30.000,-

5) Biaya salinan tagihan Rp 5.000,- (sctclah 3 bulan).

6) Biaya administrasi, materai Rp3.000,- (Rp.250.000,- s/d Rp1.000.000,-)

Rp6.000,-(diatas Rp.1.000.000,-).

B. Gesck Tunai Kartu Pembiayaan Hasanah Di BNI Syariah Cabang Surabaya

1. Pengertian

Gesek tunai adalah sebuah fasilitas yang diberikan oleh BNI syariah
dari karu pembiayaan hasanah untuk melakukan pengambilan uang secara
tunai. Pengambilannya dilakukan di ATM BNI dengan jumlah nominal
penarikand0% dari limit kartu.'®

Adapun Akad yang digunakan schagai landasan adalah akad a/-gard
sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUl Nomor 54/DSN-MUI/X/2006

tentang Syariah Card,

2011

"Fitri sebagai manager Pembiayaan BNI Hasansh Cwd, Wawancara, BNI Syariah, 5 juni
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2. Praktik Gesek Tunai Kartu Pembiayaan Hasanah

Untuk bisa melakukan gesck tunai atau penarikan tunai maka
sebelumnya harus mempunyai kartu pcmbiayaan hasanah terlebih dahulu.
Sehingga gesek tunai tidak bisa dilakukan tanpa adanya proses pembiayaan
kartu kredit BNI Hasanah.Adapun ketctntuan-ketentuan dalam proses gesek
tunai antara fain:
a. Proses gesek tunai atau penarikan tunai akan bias dijalankan pada saat

aplikasi kartu pembiayaan hasanah tclah disetujui.

Pada tahap ini calon nasabah yang ingin mendapatkan fasilitas
gesek tunai atau penarikan tunai harus datang dulu ke BNI syariah untuk
mengajukan kartu pembiayaan hasanah terlebih dahulu proses yang harus
dilakukan adalah:

1) Calon nasabah datang ke BNI Syariah bagian CS (customer service)
untuk mendapatkan formulir permohonan kartu pembiayaan hasanah.

2) CS (customer servicse) membcerikan petunjuk-petunjuk pengisian
formulir permohonan pembiayaan BNI Hasananh Card.

3) Nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan hasanah yang
telah disediakan oleh bank discrtai dengan melampirkan dengan
melampirkan syarat kelengkapan lainnya yang berupa:

a) Foto copy KTP/Paspor

b) Bukti penghasilan asli
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c) Foto copy akta pendirian /SIUP/TDP
d) Surat izin profesi
Selain itu pada formulir ini ditulis data pribadi pemohon

informasi pekerjaan, keuangan, jenis kartu yang dikehendaki dalam
jumlah pembiayaan yang diinginkan.Kemudian semua berkas tersebut
diserahkan ke CS (customer servicc).

4) CS (customer service) memcriksa persyaratan dan melakukan
wawancara dengan nasabah scrta mencatat nomor registrasi

permohonan kartu pembiayaan hasanah.

. Proses Gesek Tunai

Proses gesek tunai bisa dilaksanakan pada saat kartu pembiayaan
hasanah dimiliki oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan kemudian
pemegang kartu mendatangi ATM BNI dan melakukan pengambilan uang
tunai, dengan batasan 40% dari batas limit tipe kartu yang dimiliki yaitu
kartu tipe classic, gold atau platinumMisalnya,seseorang memiliki kartu
pembiayaan hasanah tipe classic dengan limit kategori 2 dengan sebesar
Rp.6.000.000,- maka pemilik kartu tercbut dapat melakukan gesek tunai
40% dari nominal limit yaitu Rp.2.400.000,-.

. Biaya Administrasi
Pada saat proses gesek tunal dikenakan biaya, hal ini sesuai

dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI No.11/11/DSN-MUI/X/2006
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bahwa fee untuk penarikan tunai bolch dipungut akan tetapi harus
dinyatakan dalam bentuk nominal bukan prosentase.

Biaya gesck tunai sebesar Rp.25.000,-pada transaksi, jadi berapa
saja jumlah peanarikan baik Rp.500.000,- atau Rp.1.000.000,- dan lain
sebagainya tetap saja dikenakan biaya Rp.25.000,-n

d. Penagihan

Proses penagihan bersamaan dengan penagihan kartu pembiayaan
hasanah, sesuai dengan jatuh tcmpo waktu yang telah ditentukan
sebelumnya. Pada saat jatuh tempo pihak penerbit kartu akan melakukan
penagihankepada pemegang kartu, dan apabila terlambat pembayarannya
maka dikenakan biaya sesuai dengan yang dijelaskan pada pembiayaan

Kartu pembiayaan hasanah.

" bid,



BAB IV

ANALISIS PBINOMOR 11/11/2009 DAN FATWA DSN-MUI TERHADAP
PRAKTIK GESEK TUNAI DI BNI SYARIAH CABANG SURABAYA

. Analisis PBI Nomor 11/11/PBI/2009 terhadap Praktik Gesek Tunai Kartu
Pembiayaan Hasanah BNI Syariah Cabang Surabaya

Secara formal, kepercayaan masyarakat kepada bank dalam menyimpan
uangnya berbeda dengan kepercayaan bank yang menyalurkan kredit kepada
nasabah hal ini dapat dilihat pada pasal | dan 2 UU No 10 tahun 1998 tentang
perbankan yang menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meyalurkannya kepada
masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat banyak. Inovasi discrtifikasi produk perbankan merupakan
salah karya seni dalam menawarkan produk perbankan yang sesuai dengan
keinginan masyarakat. Karya seni tersebut perlu memadukan antara kebutuhan
masyarakt dengan tegnologi informasi, jaringan kantor, kerjasama regional dan
internasional, serta sistem keamanan yang mcmadai. Tegnologi informasi dapat
dimanfaatkan untuk aplikasi permohonan-permohonan, perintah-perintah,
pemindahbukuan, transfer, dan penarikan tunal dengan ATM.

Oleh karena itu, Hal yang harus dijaga agar industri perbankan tetap
eksis adalah menciptakan landasan utams hubungan antara bank dengan

masyarakat berdasarkan pada prinsip kepercayaan fiduciary relationship. Perinsip

68
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tersebut diperlukan dalam hubungan timbal balik. Nasabah bisa mendapatkan
pinjaman uang sedangkan pihak bank mendapatkan keuntungan. Pada saat bank
memberikan kredit maka bank harus percaya bahwa dananya akan kembali dan
menguntungkan.

Proses gesek tunai bisa dilaksanakan ketika sudah memiliki kartu
pembiayaan hasanah, Dalam prosedur pembuatan Kartu pembiayaan hasanah
terdapat hubungan hukum antara para plhak yang menjadi keharusan bahwa
setiap transaksi dengan fasilitas kartu kredit terdapat pihak-pihak yang terkait
dalamnya baik itu pemegang kartu ataupun penerbit kartu kredit. Pihak- pihak
inilah yang dalam lapangan ilmu hukum dinamakun sebagai subyek hukum yaitu
orang-orang yang melakukan perbuatan hukum.

Dengan cara melakukan permohonan kartu pembiayaan hasanah terdapat
ketentuan-ketentuan. Sechingga terjadilah suatu perjanjian dan ada hubungan
hukum dalam perjanjian tersebut, bank scbagal debitur dan nasabah sebagai
kreditur merupakan kerjasama dengan perjanjian. Dalam pasal 1313 KUHPerdata
memeberikan rumusan tentang perjanjlun yang berbunyi “Suatu perjanjian
adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau labih meningkatkan dirinya
terhadap satu orang lain atau lebih.”’

Dalam sctiap transaksi menggunakan kartu pembiayaan hasanah

termasuk alat penarikan tunai maka timbul hubungan hukum terdapat dalam

! Soebekti, Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undung tukum Perdata, (Jakarta: PT Pradnya
Paramita, 2006), 338.
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pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa syarat syahnya suatu
perjanjian adalah “kesepakatan dari kedua belah pihak untuk saling mengikat,
kecakapan untuk memebuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab
yang halal”. Hubungan hukum antara pemcilik kartu dan bank adalah
berdasarkan perjanjian dimana dalam perjanjian tersebut nasabah sebagai calon
pemegang kartu mengikatkan diri dengan perjanjian yang telah disepakati
dengan pihak bank. Esensi dari perjanjlan antara pemegang kartu dengan bank
sebagai penerbit kartu dan juga sebaga pemberi pinjaman uang ketika melakukan
transaksi gesek tunai.

Pada hakikatnya dalam mekanismc transaksi menngunakan kartu kredit
memberikan kemudahan. Kemudahan terscbut dapat diperoleh dari pihak-pihak
yang terkait didalamnya termasuk pemegang kartu. Kemudahan tersebut dapat
dapat diperoleh dengan memenuhi ketentuan yang disepakati. Tercantum dalam
pasal 1233 KUHPerdata yang berbunyi "tiap tiap perikatan dilahirkan baik
karena persetujuan baik karena undang-undang.” Gesek tunai salah satu bukti
kemudahan dalam kartu kredit.

Menurut PBI No.11/11/PBI/2009 menggunakan istilah kredit yang
artinya percaya. Dilakukan analisis kredit scbclum memberikan kredit kepada
pihak nasabah yang mengajukan kredit. Analisis ini bertujuan agar bank yakin

bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. Pemberian kredit tanpa

? Ibid,, 323.
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dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal
ini dengan mudah memberikan data-data fiktif, Sehingga munkin saja kredit
sebenarnya tidak layak, tetapi masalah diberikan. Kemungkinan jika salah dalam
menganalisis, maka kredit yang disalurkan yang scbenarnya tidak layak menjadi
layak schingga akan berakibat sulit untuk ditagih alias macet.

Pada saat Perjanjian kartu pcmbiaysan hasanah terdapat syarat bukti
penghasilan dari situ pihak bank bisa mcnganalisis pemberian kredit. Untuk
menganalisis terdapat dalam penjelasan pasal 8 UU No 10 tahun 1998 tentang
Perbankan yang memberikan syarat dalam mcemberikan kredit, yakni bank harus
melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan
dan prospek usaha dari nasabah debitur.’ Jadi Sebelum memberikan kredit
kepada nasabah bank harus menilai layak diberikan atau tidak kredit tersebut,
tentu sesual dengan kemampuan financ/a/ nasabah.

Gesek tunai bisa dilakukan selama kartu kredit sudah dimiliki, dan juga
tidak boleh melebihi 40% dari limit kartu hal tersebut membuktikan bahwa
syarat syahnya pemberian kredit sesual dcngan dasar-dasar pemberian kredit
dengan prinsip kehati-hatian agar tidak timbul kredit yang bermasalah. Dalam
gesek tunai sudah ada kesepakatan pada saat nasabah mengajukan pembiayaan
kartu pembiayaan hasanah. Selain itu jangka waktu untuk mengembalian telah

disepakati bersamaan dengan tempo waktu kartu pembiayaan hasanah.

* Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, (Bogor:
Gahlia Indonesia, 2006), 11.
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Proses gesek tunai dikenakan biaya Rp 25.000,- pertransaksi, hal
tersebut termasuk biaya administrasi yang dikenakan bank kepada nasabah.
Untuk bunga juga harus dikenakan ketika pembayaran kredit sesuai dengan
ketentuan bank. Menurut John Downes dan Jordan Elliot Goodman dalam setiap
pemberian pinjaman atau kredit maka harus dikcnakan bunga yaitu biaya untuk
menggunakan uang yang dinyatakan sebagai suatu presentase per periode waktu,
untuk satu tahun disebut bunga per tahun, untuk satu bulan disebut tingkat
bunga per bulan dan untuk satu hari dinamakan tingkat bunga perhaﬁ4.

Dalam proses pemberian kredit otomatis juga harus dikenakan bunga
dalam bentuk proscntase sesuai dengan kctentuun bank dan juga sesuai dengan
jangka waktu perkreditannya. Dalam perjanjian kredit yang diberikan bank
kepada nasabah terdapat hak dan kewajiban deri keduanya, termasuk jangka
waktu serta bunga. Bunga dberdasarkan kctentuan bank dan merupakan
keuntungan bank dalam memberikan kredit kepada nasabah.

Pada saat jatuh tempo akan melakukan penagihan kepada kreditur atas
pinjamannya, jika pada saat jatuh tempo tidak membayar tagihan maka akan
dikenakan denda berdasarkan prosentase yang ditetapkan bank. Denda dalam
bentuk prosentase. karena pembayaran pinjaman uang tidak pasti berapa setiap
saat penarikan uang. Maka dikenakan dcnda dalam bentuk prosentase dari

jumlah pembayaran. Begitu juga ketika tidak mclakukan kewajiban pembayaran

4 Johannes Ibrahim, Kartu Kredt, (Bandung: Refika Aditama, 2004), 28.
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maka bank berhak melakukan tindakan scperti mencairkan jaminan yang ada
pada bank.® Hal ini untuk antisipasi terjadinya kredit bermasalah. Denda ketika
terlambat karena bisa menibulkan kredit hcrmasalah, yang terjadi wanprestasi
maka dikenakan denda.

Sesuai dengan landasan teori Bab II bahwa kredit konsumtif
diperbolehkan misalnya saja untuk membeli rumah, mobil dan lain sebagainya
Kartu kredit merupakan produk penyaluran dana kredit konsumsi kepada
masyarakat. Begitu juga dengan gesek tunai Salah satu indikatornya terlihat dari
meluasnya penggunaan kartu kredit. Kemudahan dan fasilitas yang ditawarkan

bank bersambut dengan gaya hidup masyarakut yang konsumtif.

. Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Praktik Gosok Tunai di BNI Syariah Cabang
Surabaya

Islam menganjurkan kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu
orang lemah, memberikan pinjaman kepads yang membutuhkan uang dan
sebagainya. Semua itu menunjukkan bahwa hak scscorang hanyalah menurut apa
yang diperbuat. Islam melarang menindas orang lemah, karena menindas orang
lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-

perbuatan yang tidak religius dan melanggar norma-norma moral.

S Ibid, 68.
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Kehidupan bermuamalah dalam Islam telah memberikan garis
kebijaksanaan perckonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang
sangat diperhatikan dan dimuliakan olch Islam. Islam tidak menganggap
perkreditan dilarang akan tetapi pada dasarnya Islam memandang perkreditan itu
boleh dalam dunia perdagangan apalagi di dalam masyarakat yang menganut
sistem perckonomian modern seperti sckurang ini menuntut ada kredit atau
pinjaman, begitu juga di dalam dunia perbankan.

Bank Islam merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip
syariah yang tata caranya mengacu pada kctentuan-ketentuaan al-Qur’an dan
hadis. Untuk menjamin bank Islam dalam operasionalisasinya itu tidak
menyimpang dari tuntunan syariaah, maka dibentuk Dewan Syariah Nasional
yang merupakan lembaga otonom dibawah Majlis Ulama Indonesia. Fungsi dari
Dewan Nasional Syariah adalah meneliti dun memberi Fatwa bagi produk-
produk yang dikembangkan oleh Lembaga Kcuangan Syariah. Termasuk produk
pembiayaan pada perbankan syariah,

Berbicara mengenai produk pembiayaan, telah ada Fatwa DSN-MUI No.
54/DSN-MUV/X/2006 yang mengatur mengenai kartu pembiayaan yang disebut
dengan “Syariah Card’. Syariah card dipcrbolchkan selama tidak keluar dari
konsep syariah yakni tidak mengandung rlbs dan memenuhi akad yang telah
ditentukan oleh fatwa. Dimana dalam futwa tcntang syariah card salah satu

akadnya al-gard sebagai landasan meclaksanakan gesek tunai. Akad al-gard
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merupakan produk pembiayaan yang bersifat sosial. Dengan cara memberikan
pinjaman dengan prinsip tolong menolong. Scbagaimana dalam firman Allah

SWT al-Qur’an suran Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

;:3;;,..13:,.»>ww3;;.¢w393;.5\ ;guty,ws;u; \,l,uw,..rui.m L;fg
uf ,. u'CI.. ,ﬁ.,ﬂ Yy 19500 ‘,..u> l:], m,.,,, ﬁ, ) Wi 08 }t,,Jt
‘.:yt S LA Yy o ,,u S L 18 of f\,,..u Ml y "

) qws A o) i vzl oy

Hai orang-vrang yang beriman, janganlah Aamu melanggar s;aarsyi ar Allah
dan jangan melasnggar kehormatan bulan-bulan hsram , jangan (mengganggu)
binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula)
mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari
kurnis dan keredhaan darl Tuhannya dan spabila kamu telah menyelesalkan
ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu)
kepada sesuatu kaum karena mercks menghalang-halangi kamu dari
Masjidilharam, mendorongmu berbuat anigys (kepada mereka). dan tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebafikan dan takwa, dan jangan
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran., daa bertakwalah kamu
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat .slksa-Nya

Inti dari ayat tersbut adalah tolong menolonglah dalam mengerjakan
kebajikan dan tagwa. Memberikan pinjaman terhadap nasabah yamg
membutuhkan merupakan tindakan tolong mcnolong sesuai dengan prinsip
ta’awun. Sesuai dengan landasan teori yang tclah dijelaskan dalam Bab II bahwa
pada institusi perbankan yang disamping mengemban misi bisnis, juga
mengemban misi sosial dalam produk-produknya yang disalurkan kepada
masyarakat. Salah satu produk perbankan syariah yang lebih mengarah pada misi

sosial adalah al-gard yang dalam fikih klaxik a/~gard dikategorikan dalam akad

6 Departemen Agama RI, A/-Quran dan Terjemahnyas, (Jukarta: CV Darus Salam, 2010), 345.
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ta‘awuniyah yaitu akad berdasarkan prinsip tolong-menolong dengan
memberikan pinjaman uang tanpa mcemberikan syarat apapun, selain
mengembalikan pinjaman tersebut setclah jangka waktu tertentu yang bukan
transaksi komersial.

Dijelaskan juga dalam al-Qur’an bahwa memberikan pinjaman untuk
kebaikan maka Allah akan melipatgandakan pcimbayaran kepadanya, dalam al-
qur'an surat al-baqarah ayat 245 yang berbunyl:
por Sy ey s 0 S el 4 il i 03 D B i 2

(Y¢o)

Slapakah yang mau memberi pinfaman kcpada Allah, pinjaman yang baik
(menatkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipst gandakan
pembayaran kepadanya dengan lipat gands yang banyak dan Allah
menyempitkan dan melaspangkan (rczki) dan kepada-Nys-lah kamu
dikembalikan.”

Dari ayat tersebut juga sudah jelas bahwa praktik a/-gard atau memberi
pinjaman kepada seseorang untuk kebaikan dibolehkan. Sementara konsep yang
digunakan dalam Fatwa DSN-MUI yaitu tidak menimbulkan riba, tidak
digunakan untuk transaksi yang tidak scsual dcngan syariah, tidak mendorong
pengeluaran yang berlebihan (isyraf), dengan cara antara lain menetapkan pagu
maksimal pembelanjaan, Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan

finansial untuk melunasi pada waktunya, tidak memberikan fasilitas yang

bertentangan dengan syariah. Dengan adanya konsep tersecbut menunjukkan

7 Ibid,, 243,
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bahwa akad a/-gard yang dilaksanakan scsual dengan landasan yang digunakan
yaitu prisip syariah.

Pada dasarnya gesek tunai itu menggunakan akad a/-gard merupakan
termasuk akad tabbaru' yang bernilai ibadah karena termasuk dalam kebajikan.
pinjaman sosial tanpa dikenakan biaya apapun, kecuali pengembalian utuh.
Tambahan atas pinjaman hukumnya haram bila ditinjau dari segi hukum syariat
Islam. Alasanya bunga tambahan atas pcmbayaran pinjaman termasuk riba
nasigh. Riba ini diharamkan tanpa adanya pcrbedaan riba ini juga disebut riba
jahiliyah diharamkan karena adanya pcrtambahannya jumlah pinjaman
disebabkan penangguhan pembayaran .

Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-‘Imran 13
(V7 3y B iy deat G Oinist v 8T 20 g o

Hal orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat
ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat
keberuntungan.®

Pendapat para ahli fiqih tentang riba Imam Abu Hasan Al-Mawardi
mengatakan, kaum muslimin telah sepakat atas haramnya riba, sekalipun mereka

berselisih mengenai jenis-jenis riba.” Kcharaman riba sampai-sampai dikatakan

sesungguhnya tidak satu ayat pun yang menghalalkan zina dan riba.

% Ivid, 146.
°Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman; Banking Card Syariah Kartu Kredit dan Kartu Debet
dalam Perspektif Hukum Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 130 .



78

Firman Allah dalam al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 161"
G vie o4l ;,,,\;.u wsfy gy A O 5Ty 204 ) \:,M ‘pisly

()
dan discbabkan mercka memakan ribs, Padahal Sesungguhnya mercka telah

dilarang daripadanys, dan karena mercka memakan harta benda orang dengan
Jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di
antara mereka itu siksa yang pedih.

Mazhab Hanafi dalam pendapatnys yang paling kuat menyatakan bahwa
al-qard yang mendatangkan keuntungan hukumnya adalah haram, jika
keuntungan tersebut disepakati sebelumnya. Jika belum disepakati sebelumnya
dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak haram. Begitu juga
hukum hadiah bagi mugrid, jika ada dalam persyaratan maka dimakruhkan,
sementara jika tidak disebutkan dalam persyaratan sebelumnya tidak haram.

Mazhab Maliki tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari harta
muqtarid, seperti menaiki untanya dan makan di rumahnya karena hutang
tersebut dan bukan karena penghormatan dun scmisalnya. Sebagaimana hadiah
darl mugtarid diharamkan bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan
pembayaran hutang dan sebagainya.

Mazhab Syafi’i dan Hanabilah berpendapat bahwa al-gard yang
mendatangkan keuntungaﬂ tidak diperbolchkan, seperti mengutangkan seribu

dinar dengan syarat rumah orang tersebut dijual kepadanya. Atau dengan syarat

' Departemen Agama RI, A/-Quran dan, 245.
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dikembalikan seribu dinar darl mutu yang lcbih balk atau dikembaliakan lebih
banyak dari itu. Karena Nabi saw melarang hutang bersama jual beli.

Menurut Wahbah Zuhaili jika scscorang mengutangkan kepada orang
lain tanpa ada persyaratan tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dari jenis
yang lebih baik atau jenis yang lebih banyak, atau menjual rumahnya kepada
pemberi hutang, diperbolehkan dan mugrig bolech mengambilnya berdasar pada
riwayat Abi Rafi'i bahwa ia berkata “ Rasulullah saw pernah berutang unta muda
kepada seseorang kemudian Rasulullah mcndapat unta sedekah. Lalu beliau
menyuruh saya untuk membayar kepada orang tersebut seekor unta muda. Saya
berkata “ ya Rasul, saya tidak mendapati kccuall unta berusia enam tahun masuk
ketujuh dari jenis yang bagus, Rasulullah bersabda “berikanlah kepadanya,
sesungguhnya sebaik baik kamu adalah yang paling baik membayar hutang”.*/

Haram pemberian pinjaman mengambil manfaat dan keuntungan dari
pinjamannya dalam bentuk apapun. Syarat dari a/-gard adalah tidak adanya
manfaat yang diambil dari pemberian pinjaman. Kalangan malikiyah dan
syafi‘iyah sepakat fasadnya hukum a/-gard dengan adanya bunga seperti juga
dalam ungkapan mereka “tidak boleh a/-gany uang tunai atau kredit lain apabila
disertai dengan syarat pengembalian yang mclanggar atau pengembalian baik
dari yang jelas atau setiap syarat tambahan manfaat lainnya kepada kreditur.”

Akan tetapi setiap kemudahan pinjaman bernilai, karena bank bukan pasar amal,

'Sayyid Sablq, Figih Sunnah, (Jakarta: Pena Pundl Aksara, 2006), 183.
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maka untuk mempertahankan eksistensi dan kcmaslahatan bersama, maka bank
hanya mengenakan biaya administrasi yang tidak terlalu tinggi.

Menurut imama hanafi membolchkan mengambil harta kafir harbi,
sekalipun dengan cara-cara yang tidak dlsyariatkan seperti akad yang tidak
disyahkan sebab harta itu diambil atas kcrclaan mereka. Para ahli figih hanafi
menyebutkan, bahwa orang yang berhajat bolch mendapatkan pinjaman dengan
mengambil biaya administrasi. Oleh karcna itu, maka ulama' beraliran liberal
mendapatkan jalan untuk membolchkan kcrjasama dengan lembaga-lembaga
penukaran penukaran uang (a/-masharifj dengan mengenakan biaya tertentu, atau
kerjasama dengan berbagai perseroan dengan pcrantaraan saham yang diberikan
kepada perseroan tanpa dipengaruhi oleh beruntungnya perseroan.

Sebagian mereka membolehkan mengambil biaya administrasi yang
disimpan di bank tabungan, pada hal dikctahui bahwa akad titipan tidak
diperbolehkan bagi yang menerima titipan untuk menggunakan dan
menginvestasikan wang yang dititipkan padanya berdasarkan kaidah-kaidah
Syariat.

Sebagian yang lain , sejalan dengan pcrkembangan tantangan ekonomi
serta tuntutan dari peradapan modern, mecnyebutkan bahwa riba yang
diharamkan adalah riba yang terdapat dalam pinjaman-pinjaman yang bersifat

konsumtif bukan produktif. Tetapi, kiranya sulit untuk membedakan secara tepat
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antara dua jenis pinjaman tersebut dan oleh karena itu kami melihat keharaman
itu berlaku umum untuk kedua-duanya.

Sandaran dari mereka ini scluruhnya adalah darurat atau hajat.
Danpengertian darurat itu, sebagaimana tclah kami jelaskan dengan bunga maka
akan berakibat pada binasanya jiwa atau tcrjadinya kemudaratan yang hakiki
atau dengan kata lain bahwa darurat itu adalah daruarat menurut sifatnya
membolehkan orang memakan bangkai, darah dan serupanya. Adapu hajat, maka
yang dimaksudkan dengannya adalah kondisi sulit, sempit dan sukar jika tidak
‘memakan yang haram atau sebagimana dikatakan oleh ibnu al-qayyim
kemaslahatan yang rajih dalam salah satu bentuk riba tertentu yang tak tercapai
apabila pengharaman masih berlaku pada asalnya. Apabila terdapat darurat atau
hajat yang sangat kuat, maka dibolehkan membayar bunga atau pinjaman tetapi
sepantasnya membatasi diri pada bidang hajutnya, tidak merambah pada bidang
pelengkap, seperti untuk perlunasan pabrik atau untuk mengembangkan
perdagangan dan sebagainya yang terhitung scbugai tindakan bermewah-mewah
atau sekedar untuk berkompetisi dengan pcdagang-pedagang lainnya. Sekalipun
penilaian kita terhadap upaya ini besifat nisbi, namun kita memesankan agar
orang tidak menghalalkan bunga demi berhati-hati dan mempertahankan sikap

wara' dalam agama, kecuali dalam batas-batas darurat menurut pengertiannya

yang sempit.
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Dan itu suatu pengandaian yang sangat jarang, sebab pengharaman riba
termasuk salah satu pokok ekonomi islam yang mendasar merupakan alat untuk
mengahncurkan paham kapitalis. Dan pendapat yang mengatakan boleh
mengambil bunga secara ijtihad dalam batas 7% umpamanya, adalah berbenturan
dengan nasqathi yang mengharamkan riba, nash mana tidak menerima takwil, hal
mana membuat islam menjadi aturan yang cocok yang sesuai dengan berbagai
tuntutan dari setiap perkembangan dan peradapan, sebab diketahui bahwa hasil
pendapatan dan berbagai kenyataan ekperimental menunjukkan bahwa orang-
orang yang mendapat pinjaman berbungs mcnjalani waktu yang cukup lama
untuk membebaskan diri dari pinjaman dan bunganya. Dalam kenyataan lebih
banyak yang tidak menutup bunga pinjaman yang menumpuk, halaman pada
ahimya membuat mereka dikenakn pentitasn atau dijualnya tanah pertanian
mereka dan hak milik yang merupakan penycbab dilakukannya pinjaman untuk
dibelanjakan demi perbaikan pertanian dan produksi.

Ringkasnya, a/-Qard diperbolehkan dengan dua syarat yaitu:

1) Tidak mendatangkan keuntungan. Jika kcuntungan tersebut untuk mugrid,
maka para ulama sudah bersepakat bahwa ia tidak diperbolehkan. Karena ada
larangan dari syariat dan karena sudah kcluar dari jalur kebajikan, jika untuk
mugtarld, maka diperbolehkan. Dan jika untuk mereka berdua, tidak boleh,
kecuali jika sangat dibutuhkan. Akan tctapi ada perbedaan pendapat dalam

mengartikan “sangat dibutuhkan”.
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2) Tidak dibarengi dengan transaksi lain, scperti jual beli dan lainnya. Adapun
hadiah dari pihak muqgtarid, maka mcnurut Malikiah tidak boleh diterima
oleh Mugrid karena me¢ngarah pada tambahan atas pengunduran.

Sedangkan jumhur ulama membolchkan jika bukan merupakan
kesepakatan. Sebagaimana diperbolehkan jika antara Mugrid dan Mugqtarid ada
hubungan yang menjadi faktor pemberian hadiah dan bukan karena hutang
tersebut. |

Sejalan dengan perkembangan dunia ekonomi keuangan dan perbankan,
pinjaman ini tidak mungkin dilaksanakan tanpa adanya biaya materi, notaris,
peninjavan feasibility proyek, biaya pegawal bank, dan lain-lain sehingga
pengenaan biaya-biaya admistrasi tersebut tak terhindar. Begitu pula dalam
praktik transaksi gesek tunai. Maka dalum hal ini pinjaman mensyaratkan
administrasi /fee sebagal imbalan jasa dan tidak termasuk dalam sukarela maka
diperbolehkan bagi peminjam memenuhi tuntutan tersebut sesuai dengan kaidah
figih yaitu: “kebutuhan umum atau khusus menduduki posisi darurat”.

Kebutuhan vital, baik bersifat umum maupun khusus mempunyai
pengaruh dalam perubahan ketetapan hukum, sebagimana halnya darurat.
Kebutuhan pokok itu dapat membuat yang dilarang diperbolehkan. Hanya dalam
pemahamannya, kebutuhan itu lebih umum dari pada darurat. Kebutuhan pokok
adalah suatu keadaan yang tidak dipenuhi akan menimbulkan kesempitan.

Kesulitan, dan kesukaran. Adapun darurat Ichih kuat dari kebutuhan dalam
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menyebabkan perubahan hukum asal karcna darurat merupakan suatu keadaan
yang jika dilawan akan berakibat bahaya dan kemudaratan bagi keselamatan jiwa
sempurna.

Kebutuhan umum adalah kebutuhan yang semua orang memerlukannya,
dalam hal yang berkaitan dengankepentingan umum seperti pertanian, industri.
Niaga dan politik yang adil serta peraturan yang baik. Diantara kebutuaha umum
yang menempati posisi darurat adalah a/-gary/ atau pinjam meminjam uang. Pada
hakikatnya serupa dengan jual beli hutang. Akad ini merupakan penetapan
pemilik uang bagi sescorang dengan imbalan vang yang ditunda penyerahannya
sampai masa yang akan datang.bilamaba kcharusan uang jasa al-gard merupakan
suatu kelaziman transaksi bisnis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
maka hal itu dibolehkan sesuai dengan kaidah figih” sesuatu lazim dikalangan
bisnis merupakan suatﬁ persyaratan yang harus ditcpati®.

Gesek tunai kartu kredit dalam perbankan yakni menyalurkan uang yang
ada dalam perbankan guna meningkatkan perekonomian; Hukum islam dalam
memberikan pinjaman dengan akad a/-gary/ scjalan harmonis dengan tujuannya,
schingga dari segi hukum tergantung pada siapa peminjam dan untuk apa
dipergunakan pinjaman tersebut, oleh karena itu fugaha berpendapat bahwa,
hukumnya boleh atau mubah ketika pinjaman tersebut diberikan kepada orang
yang mampu tanpa adanya hajat yang mendesak. A/-gard atau menghutangi pada

orang lain hukumnya sunnah karena termasuk tolong-menolong dalam kebaikan,
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bahkan hukumnya menjadi wajib jika orang yang akan berhutang itu benar-benar
memerlukan, hukum utang piutang juga akan berubah menjadi haram jika hutang
terscbut misalnya akan digunakan untuk bermaksiat, perjudian, pembunuhan dan
lain-lain.

Dan hukumnya juga menjadi makruh jika benda yang dihutangkan itu
akan digunakan untuk sesuatu yang makruh. Praktek gesek tunai itu dikatakan
boleh karena termasuk pinjaman diberikan kcpada orang yang mampu tanpa
adanya hajat yang mendesak. Dikatakan mampu karena pada syarat mengajukan
pembiayaan hasanah juga ditinjau apakah orang tersebut termasuk orang yang
memenuhi syarat sebagi pemilik kartu pembiayaan hasanah.

Dalam paraktik gesek tunai juga tidak dikenakan bunga dalam
pembayaran pinjaman karena bunga. Bunga dalam hukum islam dikatakan
sebagai riba, sedangkan riba diharamakan. Al-Qur'an sejak masa awal di
turunkan telah menekankan perhatian yang mendalam terhadapa social-ekonomi
dalam suatu masyarakat berusaha mclindungi masyarakat lemah dengan
menghilangkan upaya ekploitasi dari pihak yang kuat, hal ini menjadi sebab riba
haram, yang esensinya menambah beban tanggungan debitur yang mengalami
problem dalam melunasi hutangnya yang sclanjutnya turut meningkatkan
kesengsaraan hidup orang yang berhutang, skibatnya hutang tersebut menjadi

berlipat ganda terus.
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Setiap transaksi gesek tunai dikcnakan biaya sebesar Rp 25.000,-
dibolehkan karena itu sebagai uang administrasi yang diperkenankan sebab
apabila suatu kewajiban (urusan) tidak dapat dilakukan kecuali setelah
pemenuhan suatu faktor tertentu, maka pcmcnuhan faktor tersebut adanya.
Biaya administrasi juga merupakan faktor pcnunjang kontrak atau untuk
menjauhkan dari riba maka biaya administrasi diperbolehkan dengan catatan
yaitu harus dinyatakan dalam nominal bukan prosentase dan Sifatnya harus
nyata, jelas da pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk
terjadinya kontrak.'?

Penagihan pinjaman yang dilakukan olch bank tidak melanngar syariat
Islam. Hal ini dilakukan agar besergera meclunasi pinjaman sesuai dengan jangka
waktu yang telah disepakti sebelumnya. Sclain itu agar peminjam juga tidak
menunda-nunda pembayaran utang, dalam riwayat abu hurairah bahwa
Rasulullah bersabada yang artinya: ‘penundaan pembayaran pinjaman bagi orang
yang mampu adalah suatu kezalima.”"

Dalam memberikan pinjaman pihak bank menetapkan beberapa bentuk
finansial karena keterlambatan membayar hutang atau dikatakan sebagai denda.
Dalam Islam perjanjian merupakan kesepakatan antara seorang atau beberapa

orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Ketika terdapat cacat

2 Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bunk Syariah, (Yogyakarta: UIl Press,
2005); 43,
" Syyid Sabiq, Figih Sunnah, 185.
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dalam perjanjian tersebut menurut imam syafi'i, imam hambali termasuk ibnu
taimiyah bahwa seorang hakim boleh menctapkan hukuman denda bagi suatu
tindak pidana fa’zir, apabila menurut pertimbangan hukuman denda itulah yang
tepat diterapakan kepada pelaku. Akan tctapi terkait dengan hutang sebagian
ulama berpendapat bahwa jika orang berhutang mempunyai vang dan mampu
membayar hutang namun ia mengulur-ulur pcmbayaran boleh mengambil denda
sebagai sedekah bagi orang yang tidak mampu. Dalam sebuah hadis dinyatakan
bahwa “kelalaan orang yang membayar hutangnya merupakan hal yang membuat
kehormatannya boleh dilanggar dan dihukum"”.

Denda terhadap nasabah yang tclat membayar. Karena pada dasarnya
bank telah mcmberikén jangka waktu, akan tctapi dengan jangka waktu yang
telah diberikan peminjam uang tidak bisa mengembalikan tepat waktu. Dalam
islam suatu perjanjian merupakan kesepakatun antara seseorang atau beberapa
orang lainnya untuk melakukan perbuatan tcrtentu. Perjanjian menurut hukum
Islam wajib melihat pengaruhnya yang positif dan peranannya yang besar dalam
memelihara perdamaian dan urgensnya dalam kemungkinan menyelesaikan
perselisihab dan menciptakan kerukunan. Akan tetapi ketika terdapat cacat
dalam perjanjian tersebut menurut pendapat ula diperbolehkan mengenakan
denda. Denda terscbut harus jelas dan tidak samar-samar berapa jumlah
nominalnya. Jumlah nominal ini ditentukan olch pihak bank dan tidak dikatikan

dengan jumlah pembayaran.



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik tunai atau penarikan tunai akan bisa dijalankan pada saat aplikasi
kartu pembiayaan hasanah telah disctujui. Kemudian pemegang kartu
mendatangi ATM BNI dan melakukan pengambilan uang tunai, dengan
batasan 40% dari batas limit tipe kartu yang dimiliki. Dengan biaya gesek
tunai sebesar Rp.25.000,-per transaksi. Proscs penagihan bersamaan dengan
penagihan kartu pembiayaan hasanah, scsuai dengan jatuh tempo waktu yang
telah ditentukan sebelumnya. Apabila tclambat dikenakan denda.

2. Menurut Peraturan Bank Indoncsia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
terhadap praktik gesek tunai di BNI Syariah menggunakan prinsip kredit.
Dalam pemberian pinjaman uang pada gesek tunai itu diperbolehkan, tentu
saja harus dengan memenuhi syarat syahnya kredit dan memenuhi dasar-
dasar pemberian kredit.

3. Menurut Fatwa DSN-MUI tentang gesck tunai kartu pembiayaan hasanah di
BNI Syariah Cabang Surabaya bolch diluksanakan karena tidak menyimpang
dengan ketentuan syariah. Akan tctapi dalam pelaksanaannya ketika

pinjaman uang tersebut konsumtif maka dengan akad a/-gard tersebut
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dibolehkan selama tidak mengambil keuntungan dalam transaksi gesek tunai
dan juga tidak mengenakan denda yakni dengan prinsip ta’awuniyah. Akan

tetapi jika untuk produktif boleh dikcnakan bunga dan denda.

B. Saran
1. Dengan adanya kartu pembiayaan hasanh di BNI syariah cabang surabaya
berarrti uman Islam Indonesia berussha untuk menjalankan Kkegiatan
perbankan sesuai dengan prinsip syariuh, diharapakan dalam setiap transaksi
dalam produk-produknya lebih meningkat.
2. Kepada pembaca mahasiswa, penulis berharap agar penulisan ini dapat
digunakan sebagai bahan atau rujukan untuk mengkaji lebih dalam lagi

tentang operasional kredit bank dan pembiayaan A/-gard.
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